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MOTTO

“Berfikirlah positif dan optimis. Jika engkau mengalami hari yang buruk, maka
itu adalah permulaan untuk hari yang lain yang dekat, yang menggembirakan dan
menyenangkan”

( DR. Aidh Al-Qarni )
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RINGKASAN

Indonesia sebagai negara berkembang berusaha untuk mencapai tujuan
pembangunan nasional. Oleh karena itu, dilaksanakan pembangunan di segala
bidang baik secara fisik maupun non fisik. Pembangunan fisik dilakukan dengan
membangun bangunan seperti jalan raya, jembatan, rumah sakit, sekolah. Untuk
pembangunan itu diperlukan suatu bahan baku vang diperoleh dari kekayaan
sumber daya alam. PT Semen Gresik (Persero) Tbk merupakan salah satu BUMN
vang dimiliki Indonesia. Perusahaan tersebut menyediakan bahan baku semen
yang dibutuhkan pembangunan fisik tersebut. Dalam memproduksi semen
diperlukan suatu kerjasama agar dapat meningkatkan produksi secara efektif dan
efesien. PT Semen Gresik (Persero) Tbk melaksanakan perjanjian kerja sama
dengan PT United Tractors Semen Gresik yang merupakan anak perusahaannya
dalam bidang jasa pemambangan dan angkutan batu kapur untuk persediaan
produksi bagi pabrik Tuban.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah
pelaksanaan proses pembuatan perjanjian jasa penambangan dan angkutan batu
kapur untuk pabrik Tuban antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT
United Tractors Semen Gresik, pelaksanaan perjanjian dan bagaimana upaya
penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian.

Tujuan penulisan skripsi ini merupakan bersifat akademis yaitu guna
memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Jember, dan tujuan yang berkaitan dengan obyek yang dikaji
dan dianalisis yaitu 1) proses pembuatan perjanjian jasa penambangan dan
angkutan batu kapur untuk pabrik Tuban antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk
dengan PT United Tractors Semen Gresik, 2) pelaksanaan perjanjian jasa
penambangan dan angkutan batu kapur untuk pabrik Tuban antara PT Semen
Gresik (Persero) Tbk dengan PT United Tractors Semen Gresik, 3) upaya
penyelesaian jika terjadi perselisihan antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk

dengan PT United Tractors Semen Gresik.

xii
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Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis
normatif yaitu suatu pendekatan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku
dan kenyataan yang ada dalam masyarakat mengenai suatu hal yang diteliti.
Sumber data penulisan menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer dan
sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur
dan lapangan. Analisis data digunakar{ metode deskriptif kualitatif yang
disimpulkan menggunakan metode dedukiif’

Kesimpulan yang diambil adalah 1) proses pembuatan perjanjian
dilaksanakan dengan secara tertulis dalam bentuk suatu surat perjanjian. Proses
pembuatan surat perjanjian meliputi beberapa tahap; 2) pelaksanaan perjanjian
telah dilakukan sesuai ketentuan dar 1si surat surat perjanjian. Perwujudannya
berupa pelaksanaan hak dan kewajiban dalam waktu 11 bulan melalui dua tahap
pelaksanaan; 3) upaya penyelesaian jika terjadi perselisihan diantara para pihak
dapat diselesaikan dengan cara damai, musyawarah untuk mencapai kata mufakat.

Saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini adalah 1) hendaknya
proses pembuatan perjanjian dibuat secara sederhana dan tertulis, sehingga pihak
vang ngin mengajukan permohonan dapat mudah mengetahuinya. Hendaknya
surat perjanjian dilegalisir kepada seorang notaris untuk mendapatkan kekuatan
pembuktian yang kuat, 2) hendaknya perusahaan induk meningkatkan lagi
pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan perjanjian agar tidak timbul suatu
hambatan yang dapat merugikan bagi para pihak; 3) hendaknya dipertahankan
upaya penyelesaian secara damai, musyawarah untuk mencapai kata mufakat.
Masalah ini merupakan masalah intern induk perusahaan dengan anak perusahaan,

Apabila diketahui secara umum maka kredibilitas perusahaan akan turun.

Xiil
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

[ndonesia merupakan Negara yang terletak di garis katulistiwa dan memiliki
kekayaan alam yang melimpah. Salah satu kekayaan alam tersebut adalah sumber
daya alam pertambangan vang dapat dipergunakan sebagai bahan baku dalam
perindustrian. Indonesia melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang
sebagai negara yang berkembang, termasuk dalam bidang ekonomi yang
mengakibatkan peningkatan perindustrian dan perdagangan.

Menurut Purwosutjipto (2003:1), peranan pengangkutan bagi perindustrian
dan perdagangan adalah sebagai berikut :

Peranan pengangkutan dalam dunia perindustrian dan perdagangan bersifat
mutlak, sebab tanpa pengangkutan, perusahaan tidak mungkin dapat
berjalan. Barang- barang yang dibutuhkan dan yang dihasilkan oleh pabrik-
pabrik dapat sampai di tangan konsumen hanya dengan jalan pengangkutan.

Peningkatan sarana perhubungan dan transportasi yang memadai sangat
dibutuhkan guna memperlancar roda perdagangan barang, proses pertumbuhan
ekonomi dan peningkatan pembangunan nasional. Hal ini ditujukan untuk

pemerataan hasil-hasil pembangunan serta mewujudkan masyarakat yang adil dan

makmur.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN Tap MPR No.
II/MPR/1993) Bab IV/ Ekonomi butir 5 huruf A bidang transportasi disebutkan :

Pembangunan transportasi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan
ckonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan diarahkan pada
terwujudnya sistem transportasi yang handal kemampuan tinggi dan
diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efesien
dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan,
mend.lung pola distribusi nasional, serta mendukung pengembangan
wilayah dan peningkatan hubungan internasional yang lebih memantapkan
perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam
rangka perwujudan wawasan nusantara .
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Pelaksanaan kegiatan pengangkutan ini melibatkan beberapa pihak yang
bersepakat untuk mengadakan suatu perjanjian pengangkutan, yang berarti bahwa
secara yuridis penyelenggaraan ini berasal dari adanya suatu perjanjian. Menurut
pasal 1338 (1) KUHPerdata menyebutkan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal
ini berarti suatu perjanjian yang disepakati bersifat mengikat seperti undang-
undang serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Para pihak dalam
perjanjian pengangkutan adalah pengangkut dengan penerima. Dalam perjanjian
pengangkutan dapat dilihat dan dibuktikan adanya perjanjian adalah dengan
adanya bukti surat muatan atau bukti tanda terima.

PT Semen Gresik (Persero) Tbk adalah pciusahaan yang memproduksi
semen. Perusahaan tersebut berdin pada 25 Maret 1953. Kantor pusat PT Semen
Gresik (Persero) Tbk berkedudukan di jalan Veteran Gresik. Kantos perwakilan
berkedudukan di Graha Irama Lt. IX, JI. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.
Pabrik Tuban sebagai pabrik pelaksana dari PT Semen Gresik (Persero) Thk
berkedudukan di desa Sumber Arum, kecamatan Kerek, Tuban.

Pembuatan semen diperlukan bahan baku. Salah satu bahan baku dari semen
adalah batu kapur. Mengingat keterbatasan bahan baku kapur yang diperoleh oleh
PT Semen Gresik (Persero) Tbk maka perusahaan tersebut melaksanakan
pembangunan pabrik di Tuban. PT Semen Gresik (Persero) Tbk melaksanakan
perjanjian jasa penambangan dan angkutan untuk mendapatkan bahan baku kapur
secara efektif dan efesien. Penambangan dilakukan dengan cara pengupasan,
pengeboran, peledakan, penggalian batu kapur melalui alat-alat berat. Kemudian
pengangkutan dilakukan dengan mengangkut hasil penambangan batu kapur dari
lahan tambang (Quarry) ke tempat proses produksi (pabrik).

PT United Tractors Semen Gresik merupakan anak usaha patungan
PT Semen Gresik (Persero) Tbk. PT United Tractors Seiicn Gresik menyediakan
armada dan teknisi 69 unit ditujukan untuk pelaksanaan penambangan dan
pengangkutan batu kapur yang dibutuhkan oleh PT Semen Gresik (Persero) Thbk
dalam kegiatan proses produksi semen. kasil penjualan PT United Tractors

Semen Gresik mencapai Rp. 82,543 juta selama tahun 2001 dan menghasilkan
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laba bersih sebesar Rp.7.677 juta. Total asset sebesar Rp. 56.145 juta per 31
Desember 2001. PT United Tractors Semen Gresik telah memperoleh Sertifikat
ISO 9002 pada tanggal 11 Juni 1998 dari Quality Assurance Service Indonesia
sebagai penunjang pelaksanaan sistem manajemen mutu.

Perjanjian jasa penambangan dan pengangkutan antara PT Semen Gresik
(Persero) Tbk sebagai pihak pertama dengan PT United Tractors Semen Gresik
sgbagai pihak kedua telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Akibatnya.
perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai undang-undang
bagi para pihak yang membuatnya. Dalam pelaksanaan perjanjian jasa
penambangan dan pengangkutan selalu dihadapkan dengan suatu perselisihan.
Mengingat adanya perselisihan 1tu, maka perlu diupayakan cara penyelesaian.
Jalan penyelesaian  perselisihan  tersebut dapat memuaskan para pihak.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat lebih lanjut
dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul penulisan
“PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA PENAMBANGAN DAN
ANGKUTAN BATU KAPUR OLEH PT UNITED TRACTORS SEMEN
GRESIK UNTUK PABRIK TUBAN CABANG PT SEMEN GRESIK
(PERSERO) Thk” .

1.2. Ruang Lingkup

Di dalam penulisan skripsi ini ruang lingkup pembahasannya dalam
Hukum Perdata khususnya Hukum Perjanjian dengan pokok permasalahan
mengenal proses pembuatan perjanjian, pelaksanaan perjanjian dan upaya
penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam perjanjian jasa penambangan dan
angkutan untuk pabrik Tuban antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT

United Tractors Semen Gresik.
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1.3. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas

dirumuskan sebagai berikut :

1.

LS ]

Bagaimana proses pembuatan perjanjian jasa penambangan dan angkutan batu
kapur untuk pabrik Tuban antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT
United Tractors Semen Gresik ?

Bagaimana pelaksanaan perjanjian jasa penambangan dan angkutan batu
kapur untuk pabrik Tuban antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan
PT United Tractors Semen Gresik ?

Bagaimana upaya penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan
perjanjian jasa penambangan dan angkutan batu kapur untuk pabrik Tuban
antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT United Tractors Semen
Gresik ?

1.4 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Umum

b2

L)

Tujuan umum dar1 penulisan skripsi ini adalah :
Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Jember.
Untuk membernikan sumbangan pemikiran kepada perusahaan, praktisi hukum
dan almamater tercinta untuk nantinya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-
baiknya.
Untuk kepentingan perkembangan bidang hukum perdata, hukum ekonomi

dan hukum bisnis.

1.42 Tujuan Khusus

a.

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :
Untuk mengkaji dan menganalisis proses pembuatan perjanjian jasa
penambangan dan angkutan batu kapur untuk pabrik Tuban antara PT Semen
Gresik (Persero) Tbk dengan PT United Tractors Semen Gresik
Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan perjanjian jasa penambangan
dan angkutan batu kapur untuk pabrik Tuban antara PT Semen Gresik
(Persero) Tbk dengan PT United Tractors Semen Gresik .
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¢. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya penyelesaian jika terjadi perselisihan
dalam pelaksanaan perjanjian jasa penambangan dan angkutan batu kapur
untuk pabrik Tuban antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT United

Tractors Semen Gresik

1.5. Metodologi

Penggunaan metodologi sangat diperlukan dalam suatu penelitian agar
diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah. Oleh karena itu
penggunaan metodologi harus disesuaikan dengan objek studi. Dalam skripsi ni

digunakan metodologi sebagai berikut :

1.5.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini digunakan metode yuridis
normatif. Menurut Soekanto (1990:19). metode pendekatan masalah yuridis
normatif yaitu suatu pendekatan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku
dan kenyataan yang ada dalam masyarakat mengenai sesuatu hal yang diteliti.
Guna mendapatkan jawaban permasalahan yang proporsional hasil analisa
pendekatan yuridis normatif perlu didukung oleh data-data empirik. Data empirik

diperoleh dari pengamatan dan penelitian dilapangan, yang dalam hal ini adalah
PT Semen Gresik (Persero) Tbk.

1.5.2. Sumber Data

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber

data primer dan sumber data sekunder.
1.5.2.1. Sumber Data Primer

Sumber data primer menurut Soemitro (1988:11) merupakan sumber data
yang diperoleh secara langsung dari sumber asalnya yang pertama dan belum
diolah oleh orang lain. Sumber data primer diperoleh melalui membaca surat
perjanjian tentang perjanjian jasa penambangan dan angkutan batu kapur untuk
pabrik Tuban antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT United Tractors
Semen Gresik.

1.5.2.2. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder menurut Soemitro (1988:11) adalah sumber data

yang erat kaitannya dengan data primer dan dapat membantu menganalisis,


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

memahami data primer. Sumber data sekunder yang digunakan adalah peraturan
perundang-undangan, pendapat para sarjana, dokumen, bahan pustaka yang terkait

dengan permasalahan.

1.5.3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah:
a. Studi literatur
Merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku atau
bahan pustaka yang ada hubungannva dengan permasalahan, pendapat para
ahli, dokumen yang mendukung penelitian serta menunjang data primer.
b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data secara spesifik dan realitas yang
terjadi dalam masyarakat. Dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh
data melalui wawancara. Menurut Soemitro (1988:57), wawancara adalah cara
untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang
diwawancarai. Secara sederhana wawancara merupakan alat pengumpul data
dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi dengan sumber
informasi. Dalam pengumpulan data dengan wawancara untuk memberikan
data dan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan
skripsi ini, penulis melakukan wawancara secara langsung dari penjabat yang
ditunjuk oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk yaitu bapak M. Soffan Heri.
S.HM.Hum., yang menjabat sebagai Kepala Dinas Hukum, Edi Purwanto,
B.E., yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perencanaan dan Pengawasan
Tambang dan Ibnu Prasetyo S.T., yang menjabat sebagai Staf Ka Dinas
Perencanaan dan Pengawasan Tambang PT Semen Gresik (Persero) Tbk.

1.5.4. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian disusun secara sistematis, terarah, dan
dianalisis dengan metode analisis deskrintif kualitatif Menurut Ashshofa
(1996:20), deskriptif kualitatif yaitu cara memperoleh gambaran singkat suatu
permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka, melainkan atas dasar
peraturan perundang-unceneon yang berlaku dan menghubungkan data-data yang
ada. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu proses penarikan
kesimpulan dilakukan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.
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II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1. Fakta

PT United Tractors Semen Gresik merupakan anak perusahaan dari PT
Semen Gresik (Persero) Tbk. Perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa
penambangan dan angkutan batu kapur ke Pabrik Tuban sebagai pabrik pelaksana
produksi dari PT Semen Gresik (Persero) Tbk. PT United Tractors Semen Gresik
berkedudukan di desa Sumber Arum, kecamatan Kerek, Tuban. Didirikan atas
dasar Akte Perseroan Terbatas nomor 185 tanggal 15 Oktober 1992. Kemudian
diubah atas dasar Akta Perubahan nomor 38 tanggal 4 Desember 1992 dengan
dihadanan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta dan pengesahan
dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan nomor
C2-1221.HT.01.01.TH.1993, tanggal 1 Maret 1993. Didaftarkan dalam buku
register di kantor Pengadilan Negeri Gresik, masing-masing dibawah nomor
17/BH/PT/1993/PN.GS dan 16/BH/PT/1993/PN.GS.

Pada hari Senin, tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu lima (17-
01-2005) PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan diwakili oleh Drs. Satriyo A K.
dan Cholil Hasan, SE.MBA ., yang menjabat sebagai Direktur PT Semen Gresik
(Persero) Tbk, membuat perjanjian kerja sama dengan PT United Tractors Semen
Gresik, dengan diwakili oleh Ir. Rizal Suwarno, yang menjabat sebagai Direktur
Utama PT United Tactors Semen Gresik. Perjanjian kerja sama ini diberi nama
Surat Perjanjian antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT United
Tractors Semen Gresik tentang Jasa Penambangan dan Angkutan Batu Kapur
untuk Pabrik Tuban dengan nomor 034/HK .06/4063/01.05.

Pelaksanaan kerja sama yang dilaksanakan oleh PT Semen Gresik (Persero)
Tbk dengan PT United Tractors Semen Gresik untuk melakukan jasa
penambangan dan angkutan batu kapur ini merupakan kerja sama yang saling
menguntungkan Tujuan dalam pelaksanaan kerja sama ini guna meningkatkan

produksi semen secara efektif dan efesien. Oleh “arena itu, perln meningkatkan
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kelancaran arus angkutan alat berat dan penambangan batu kapur, terutama alat
berat dump truck dan traktor.

Surat perjanjian dengan No. 034/HK.06/4063/01.05 tentang Perjanjian Jasa
Penambangan dan Angkutan Batu Kapur untuk pabrik Tuban ini telah disepakati
tentang hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Pihak
kedua wajib men;-’ediakan sarana penambangan dan angkutan berupa dump truck
dan traktor serta mengantarkan batu kapur yang menjadi tanggung jawabnya
dengan aman dan selamat sampai tempat tujuan (hopper). Pihak pertama wajib
membayar bea angkutan atas pemenuhan prestasi dari PT United Tractors Semen
Gresik. Pemenuhan prestasi ini berupa penambangan dan angkutan batu kapur
sesuai dengan volume vang telah disepakati dan tercantum dalam perjanjian.
Perjanjian yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak dalam pemenuhan hak dan
kewajibannya tidak selamanya dapat berjalan lancar dan dimungkinkan adanya
suatu hambatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Hambatan ini dapat
berupa keadaan memaksa (overmacht) maupun berupa wanprestasi, yang mana
hambatan ini dapat merugikan kedua belah pihak.

Pada hari Rabu, tanggal 24 April 2005 berdasarkan  Surat Jalan
N0.209/B7/04.05, pengiriman batu kapur yang ditujukan kepada pabrik Tuban
sebagai pabrik pelaksana proses produksi mengalami hambatan. Hambatan ini
berupa tidak terpenuhinva ketentuan jumlah volume batu kapur yang harus
dikirim tiap hari karena tercecernya bahan baku batu kapur di jalan.

Perjanjian ini juga memuat dengan jelas tentang ketentuan-ketentuan, sanksi
dari pelanggaran perjanjian dan cara penyelesaian perselisihan dengan melalw

musyawarah dan/atau di muka pengadilan.
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2.2. Dasar Hukum

1.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

a.

Pasal 1243

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu
perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah
dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika
sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau
dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Pasal 1313

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih ™

Pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.

Pasal 1338 ayat (1)

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

bagi mereka yang membuatnya.

2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang
a. Pasal 90

Surat angkutan merupakan persetujuan antara si pengirim atau ekspeditur
pada pihak satu dan pengangkut atau jurangan perahu pada pihak lain dan
surat itu memuat selain apa yang kiranya telah disetujui oleh kedua belah
pihak, seperti misalnya mengenai waktu dalam mana pengangkutan telah
harus selesai dikerjakannya dan mengenai penggantian rugi dalam hal
kelambatannya, memuat juga :

. Nama dan berat atau ukuran barang-barang yang diangkut, begitupun
merek - merek dan bilangannya;

Nama orang kepada siapa barang-barang dikirimkannya;

Nama dan tempat si pengangkut atau juragan perahu;

Jumlah upahan pengangkutan;

Tanggal;

Tanda tangan si pengirim atau ekspeditur.

SR
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b. Pasal 467

St pengangkut adalah, dalam batas-batas sepantasan, bebas dalam
memilith alat pengangkutan yang akan dipakainya, kecuali apabila
sudah diadakan persetujuan tentang akan dipakainya suatu alat
pengangkutan tertentu.

Pasal 468

Persetujuan pengangkutan mewajibkan si pengangkut untuk menjaga akan
keselamatan barang vang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya
hingga saat diserahkannya barang tersebut. Si pengangkut diwajibkan
mengganti segala kerugian, yang disebabkan karena barang tersebut
seluruhnya atau karena terjadi kerusakan pada barang itu, kecuali apabila
dibuktikannya bahwa tidak diserahkannya barang atau kerusakan tadi
disebabkan oleh suatu malapetaka yang selayaknya tidak dapat dicegah
maupun dihindarkaiiaya, atau cacad danpada barang tersebut, atau oleh
kesalahan dan s1 yang mengirimkannya.

Undang-undang No. 11 Tahun 1967 teatang Ketentuan-ketentuan Pokok

Pertambangan

a.

Pasal 2 bagian (a)

“Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih, dan
segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan
endapan — endapan alam™.

Pasal 3 ayat (1)

Bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan -

a. Golongan bahan galian strategis;

b. Golongan bahan galian vital;

c¢. Golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b.

Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan

Jalan

a.

Pasal | angka (2)
“Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke
tempat lain dengan menggunakan kendaraan”.

Pasal 34 ayat (2)

“Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan

kendaraan bermotor untuk barang .


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

- A

6.
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Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

a. Pasal 1 ayat (1)
Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah Badan
Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan
pelaksanaannya

b. Pasal 82
“Direks1 bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk
kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam

maupun diluar Pengadilan™.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-
bahan Galian
Pasal 1 huruf (c)

Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital dibagi

menjadi sembilan golongan, yaitu :

I. Nitrat-nitrat (garam dari asam sendawa, dipakai dalam campuran pupuk,
HNO; ), pospot - pospot, garam baty (halite);

2. Asbes, talk, mika, grafit magnesit:

3. Yarosit, leusit, tawas (u/um), oker:

4. Batu permata, batu setengah permata;

5. Pasir swarsa, kaolin, feldspar, perlit, tanah diatome, tanah sera
(fullers earth);

6. Marmer, batu tulis:

7. Batu kapur, dolomit, kalsit;

8. Granit, andesit, basal, arkhit, tanah liat, tanah pasir sepanjang tidak
mengandung unsur mineral golongan a maupun b dalam jumlah berarti.

Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi No.
1211.LK/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaka
Pertambangan Umum

Pasal 1 huruf (b)

“Penambangan adalah kegiatan yang dilakukan baik séiai.. manual, mekanis

untuk mendapatkan bahan gahan™.
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8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 23 Tahun 2001 tentang ljin
Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C
a. Pasal 3 ayat (1)
“Setiap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C di Daerah
~ diwajibkan memiliki ijin usaha pertambangan

b.; Pasal 5 ayat (1)
“ljin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dalam

bentuk Surat [jin Pertambangan Daerah ™.

9. Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Daerah Nomor
545.4/184/116/1994 tentang Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD)
Eksploitasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur

10. Surat Perjanjian No. 034/HK.06/4063/01.05 tentang Perjanjian Jasa
Penambangan dan Angkutan Batu Kapur untuk Pabrik Tuban Antara
PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT United Tractors Semen
Gresik

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Perjanjian
Sebelum membahas masalah perjanjian pengangkutan, terlebih dahulu
penulis membahas tentang pengertian perjanjian itu sendiri. Terdapat bermacam-
macam pengertian perjanjian menurut beberapa pendapat para ahli yang
dinyatakan sebagai berikut
a. Menurut Muhammad (1990:78), menyatakan bahwa :
“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling
mengikatkan din untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta
kekayaan” 1
b. Menurut Subekti (1979:1), menyatakan bahwa :
“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada
seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan

suatu hal*
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¢. Menurut Prodjodikoro (1973:9), menyatakan bahwa :
Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan
antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjan)i untuk
melakukan suatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain
berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian itu .

d. Menurut KUHPerdata Pasal 1313 yang berbul;yi -
“Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih™.

e. Menurut Harahap (1998:6), menyatakan bahwa :
Perjanjian yaitu suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua
orang atau lebih yang memberikan kekuaian hak pada satu pihak untuk
memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk
menunaikannya.

Para ahli memberikan pendapat mengenai definisi perjanjian vang telah
disebutkan diatas, maka perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau
harta benda antara dua orang atau lebih, dimana seorang berjanji kepada orang
lain untuk melaksanakan sesvatu hal, sedangkan orang lain berhak untuk

menuntut pelaksanaan perjanjian itu.

Suatu perjanjian yang sah dan sebagai akibatnya perjanjian akan mengikat
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu,
keberadaan suatu perjanjian dapat diakui oleh undang-undang (Legally Concluded
Contract) haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-
undang.
Adapun syarat sahnya suatu perjanjian yang telah disebutkan dalam pasal
1320 KUHPerdata bahwa :
Untuk syahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
Maksudnya adalah kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut
haruslah bersepakat, setuju atas hal-hal yang diperjanjikan, rasa ikhlas atau
saling memberi dan menerima atau sukarela, tanpa ada paksaan (dwang),

kekeliruan (dwaling) dan penipuan (bedrog). Jika perjanjian tersebut terjadi
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karena paksaan, kekeliruan dan paksaan maka perjanjian yang dibuat menjadi
perjanjian yang cacat (defective agreement) dan dapat dimintakan pembatalan.
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Maksud membuat suatu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum
dan yang dapat melaksanakan hubungan hukum adalah para pihak sebagai
pendukung hak dan kewajiba:h vakni subyek hukum orang atau badan hukum.
Apabila yang membuat perjanjian adalah orang, maka orang tersebut harus
cakap menurut hukum.Yang tidak cakap (onbekwaan) adalah orang-orang
vang ditentukan dalam pasal 1330 KUHPerdata yakni orang yang dibawah
umur, mereka yang dibawah pengampuan, orang perempuan dalam hal-hal
yang ditetapkan undang-undang, dan semua orang-orang vang telah dilarang
oleh undang-undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Apabila
yvang membuat perjanjian adalah suatu badan hukum, maka badan hukum
tersebut harus memenuhi syarat-syarat badan hukum antara lain sebagai
berikut :

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah;

2. Mempunyai tujuan tertentu;

3. Mempunyai kepentingan sendiri;

4. Ada organisasi.

. Suatu hal tertentu.

Hal tertentu maksudnya obyek yang diatur dalam perjanjian tersebut harus
telah ditentukan, jelas dan disepakati. Jadi tidak boleh samar-samar agar
perjanjian tersebut dapat memberikan jaminan dan kepastian kepada pihak-
pthak dan mencegah timbulnya perjanjian fiktif. Obyek perjanjian yang
berupa barang, paling sedikit dapat ditentukan jenisnya dan harus benar-benar
mungkin dan dapat dilaksanal;an. -

Suatu sebab yang halal.

Isi suatu perjanjian harus memuat suatu kausa yang diperbolehkan
(geoorloofde oorzaak) atau suatu kausa tentang sebab yang halal. Suatu kausa

vang diperbolehkan selain berdasarkan undang-undang juga tidak boleh
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bertentangan dengan kesusilaan (morality) dan ketertiban umum (public
policy).
Menurut Muhammad (1990:84), untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian
maka perlu terlebih dahulu diketahui asas-asas yang berlaku dalam hukum
perjanjian, yaitu sebagai berikut :

a. Bersifat konsesualitas
Perjanjian itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara
pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain perjanjian
itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata
sepakat antara para pihak-pihak, mengenai pokok perjanjian.

b. Sistem terbuka (open sistem)
Perjanjian itu dapat diadakan oleh setiap orang, walaupun belum atau
tidak diatur dalam undang-undang. Asas ini juga dapat disebut asas
kebebasan berkontrak (freedom of making contract). Meskipun
berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal,
vaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan
kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

b. Bersifat pelengkap (optional)
Hukum perjanjian bersifat pelengkap, artinya pasal-pasal undang-
undang boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat
perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri
yang menyimpang dari ketentuan pasal-pasal undang-undang. Tetapi
apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka
berlakulah undang-undang.

c. Bersifat obligator
Perjanjian yang dibuat oleh pihak-pthak itu baru dalam taraf
menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik
(ownship). Hak milik baru berpindah, apabila diperjanjikan tersendiri
yang disebut perjanjian yang bersifat kebendaan.

Suatu perjanjian yang sudah dibuat ada kemungkinan tidak dapat
dilaksanakan karena :
a. Keadaan memaksa (overmacht)
Keadaan memaksa adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat.
diduga-duga terjadinya sehingga menghalangi seorang debitur untuk
melakukan prestasi sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat
dipersilahkan kepadanya.
Unsur-unsur overmacht
a.l. Tidak dapat diduga-duga sebelumnya;

a.2. Diluar kesalahan debitur;
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a.3. Menghalangi debitur untuk berprestasi:

a.4. Debitur belum lalai

Overmacht ada yang multak vyaitu apabila prestasi sama sekali tidak dapat
dilaksanakan oleh siapapun dan yang tidak mutlak adalah pelaksanaannya
masih dimungkinkan hanya memerlukan penggorbanan yang besar dari
debitur dan tidak seimbang

. Wanprestasi

Wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama
sekali, melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi,
maka dalam hal-hal yang demikian inilah yang disebut seorang melakukan
wanprestasi.

Bentuk-bentuk wanprestasi adalah:

b.1. Tidak melakukan prestasi sama sekali,

b.2. Melakukan prestasi yang keliru;

b.3. Terlambat melakukan prestasi.

wanprestasi atau cindera janji itu ada kala seorang debitur itu tidak dapat
membuktikan, bahwa tidak dapatnva ia melakukan prestasi adalah diluar
kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikannya

adanya overmacht jadi dalam hal imi debitur jelas bersalah.

2.3.2. Pengertian Pengangkutan

Secara etimologi pengangkutan berasal dari kata “angkut™ yang berarti

muat, dan bawa atau dikirimkan. Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak menjelaskan mengenai pengertian

pengangkutan tapi menyebutkan pengertian angkutan. Pengertian angkutan

tercantum pada pasal 1 angka 2 yang menjelaskan bahwa “Angkutan adalah

pemindahan orang dan/atau bharang dari satu iupat ke tempat lain dengan

menggunakan kendaraan™.

Menurut Muhammad (1998:20), definisi pengangkutan adalah Proses
kegiatan memuat barar: ' .au penumpang kedalam alat pengangkutan
membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan dan menurunkan
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barang atau penumpang dari alat pengangkut ke tempatnya yang
ditentukan.

Jika dilihat dari definisi pengangkutan tersebut, maka Muhammad

(1994:20) memberikan beberapa aspek pengangkutan yaitu :

a.

b.

Pelaku yaitu orang yang melakukan pengangkutan dapat berupa badan
usaha, seperti perusahaan pengangkutan;

Alat pengangkut dan ada pula vang berupa manusia pribadi, seperti
buruh pengangkutan di pelabuhan, vaitu alat yang digunakan untuk
menyelenggarakan pengangkutan;

Barang atau penumpang, yaitu muatan yang diangkut. Barang muatan
vang diangkut acalah barang perdagangan yang sah menurut undang-
undang;

Perbuatan, vaitu perbuatan mengangkut barang atau penumpang sejak
pemuatan sampai dengan penurunan ditempat tujuan yang ditentukan
Fungsi pengangkutan yaitu meningkatan kegunaan nilai baran_ atau
penumpangnya:

Tujuan pengangkutan vaitu sampai atau tiba ditempat tujuan yang
ditentukan dengan selamat, biaya pengangkutan lunas .

Pengertian pengangkut tidak disebutkan secara jelas dalam Kitab Undang-

undang Hukum Dagang. Pada pasal 521 KUHD hanya memberikan pengertian

tentang pengangkutan laut saja, bukan pengangkutan pada umumnya.

Bertolak dari pengertian pengangkutan di atas, Purwosutjipto (2003:2)

menyebutkan ada empat jenis pengangkutan yaitu :

a
b
C.
d

Pengangkutan darat;
Pengangkutan laut,
Pengangkutan udara;
Pengangkutan perairan darat.

Adapun jenis pengangkutan yang bermacam-macam maka penulisan im

ditekankan pada pengangkutan melalui darat. Pengangkutan darat 1tu sendin dapat

dilakukan dengan berbagai jenis alat angkutan, antara lain dengan kendaraan

bermontor diatas jalan raya, kereta api, pos, telepon maupun telegram.
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2.3.2.1 Penambangan

3

Secara etimologi kata penambangan berasal dan kata dasar “tambang”
vang berarti tempat menggali, lubang. Menurut Anwar (2001:134) dalam kamus
bahasa Indonesia, penambangan adalah proses menggali barang tambang karena
hal ini tidak diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan
Pokok Pertambangan. Pengertian penambangan dijelaskan pada Keputusan
Menteri Pertambangan dan Energi No. 1211.K/008/M.PE/1995 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada
Kegiatan Usaha Pertambangan Umum pasal 1 huruf (b), menyebutkan bahwa ™
Penambangan adalah kegiatan vang dilakukan baik secara manual, mekanis untuk

mendapatkan bahan galian™.

Sukandarrumidi (dalam Salim ,2005:41) memberikan pengertian bahan

galian, vaitu :

“Bahan yang dijumpai di dalam, baik berupa unsur kimia, mineral, bijih

ataupun segala macam batuan

Pengertian bahan galian menurut Undang-undang No. 11 Tahun 1967

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan pasal 2 bagian (a) ialah:

“Unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan
termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam”.
Menurut Saleng (2004:86), berdasarkan pengertian diatas  memberikan
empat kelompok jenis bahan galian :
a. Unsur-unsur kimia;
b. Mineral:
¢. Buih-bijih;
d. Batu-batuan.
Penggolongan bahan galian secara hukum diatur dalam Undang-undang
No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan pasal 3,
yaitu:
1) Bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan :
a. Golongan bahan galian strategis;
b. Golongan bahan galian vital;
¢. Bahan gahan yang tidak termasuk dalam gr'ongan a dan b
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2) Penunjukan sesuatu bahan galian ke dalam suatu golongan tersebut pada ayat

(1) pasal in1 diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pengertian setiap golongan bahan galian yang disebutkan di atas telah di
uraikan pada penjelasan pasal 3 Undang-undang No. 11 Tahun 1967, yaitu :

a. Bahan galian stategis atau golongan a, artinya strategis bagi pertahanan /
keamanan negara atau bagi perekonomian negara;

b. Bahan galian vital atau golongan b, artinya bahan galian yang dapat
menjamin hajat hidup orang banyak;

¢. Bahan galian tidak strategis dan tidak vital atau golongan c, artinya bahan
galian vang tidak dianggap langsung mempengaruhi hajat hidup orang

banyak. baik sifatnya, maupun karena kecil depositnya.

Menurut Salim (2005:44), penggolongan banan galian im didasarkan
kepada :

a. Nilai strategis/ekonomis bahan galian terhadap negara;
b. Terdapatnya sesuatu bahan galian dalam alam (genese);
c¢. Penggunaan bahan galian bagi industri;

d. Penggaruhnya terhadap kehidupan rakyat banvak;

e. Pemberian kesempatan pengembangan pengusahaan;

f. Penvebaran pembangunan di daerah.

Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang
penggolongan bahan galian ditentukan penjelasan golongan bahan galian :
a. Golongan bahan galian strategis.

a.1. Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas bumi;
a.2. Bitumen padat, aspal;
a.3. Antrasit, batubara, batu bara muda;
a.4. Nikel, kobal;
a5. Timah. '
b. Golongan bahan galian vital
b.1. Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
b.2. Bauksit, tembaga,timbal, seng;
b.3. Emas, platina, perak, air raksa, intan;

b.4. Arsin, antimon, bismut;
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Yttrium, rtutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya;

b.6. Berillium, korundum, zircon, kristal kwarsa;

b.7. Kriolii, fluorspar, barit;

b.8. Yedium, brom, klor, belerang.

¢. Golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan a dan b _

.1
e
c.3.
c.4.
.3,
c.6.

7.
c.8.
c.9.

Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite) -

Asbes, talk, mika, grafit magnesit ;

Yarosit, leusit, tawas(alum),oker .

Batu permata, batu setengah permata;

Batu kwarsa, kaolin, feldspar, gips, betonit;

Batu apung, tras, absicdian, perlit, tanah diatome. wnah serap (fullers
earth);

Marmer, batu tulis;

Batu kapur, dolomit, kalsit;

Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, tanah pasir sepanjang tidak
mengandung unsur mineral golongan a maupun b dalam jumlah yang

berarti.

Menurut Saleng (2004:88) menjelaskan bahwa:

penggolongan diatas tidak bersifat permanen, berdasarkan pertimbangan
kepentingan pertahanan/keamanan atau kepentingan ekonomi yang
didukung oleh perkembangan ilmu dan teknologi pertambangan
penggolongan bahan galian dapat berubah.

Hasil penyehdikan yang dilakukan oleh Departemen Pertambangan dan

energl (50 Tahun Departemen Pertambangan dan Energi, 1995:228 ), menentukan

bahwa

kalsium oksida batu gamping (batu kapur) di Jawa pada umumnya tinggi
50% Cao. Batu kapur bersifat dolomit ditemukan terutama di sebelah utara
Jawa Timur dan pulau Madura. Batu kapur digunakan sebagai bahan
bangunan dan bahan baku industri, konsumen batu kapur tersebut adalah
industri semen .
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Usaha pertambangan bahan-bahan galian menurut Salim (2005:64) dapat

a.

Penyelidikan umum

Penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi (komposisi,
struktur bumi) atau geofisika wilayah di daratan, perairan dan dari udara,
segala sesuatu, maksudnya untuk pembuat peta geologi umum atau untuk
menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.

Eksplorasi

Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk
menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.
Eksploitasi

Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk
menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.

Pengolahan dan pemurnian

Pengolongan dan pemurnian adalah untuk mempertinggi mutu bahan
galian, memanfaatkan dan memperoleh unsur yang terdapat pada
bahan galian

Pengangkutan

Pengangkutan adalah segala usaha memindahkan bahan galian dan
hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi
atau tempat pengolahan /pemurnian

Penjualan

Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil
pengolahan/pemurnian bahan galian .

Usaha pertambangan dapat dilaksanakan oleh:

Instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota:
Perusahaan Negara;

Perusahaan Daerah;

Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dengan Daerah:

Koperasi;

Badan atau perseorangan swasta yang memenuhi syarat;

Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan/atau Daerah dengan
koperasi dan/atau badan /perseorangan swasta yang memenuhi syarat;
Pertambangan Rakyvat.

Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan atau

perseroan untu.. ... laksanakan usaha pertambangan. Menurut Salim (2005:94),

berakhirnya kuasa pertambangan adalah:
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a. Karena dikembalikan

Kuasa pertambangan berakhir karena diserahkan kembali kuasa

pertambangannya secara tertulis disertai alasan-alasan yang cukup

kepada Menteri
b. Karena dibatalkan

Kuasa pertambangan dibatalkan karena beberapa faktor, yaitu :

b.1. Pemegang kuasa pertambangan tidak memenuhi syarat-syarat
yang ditetapkan;

b.2. Pemegang kuasa pertambangan ingkar menjalankan perintah dan
petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pihak yang berwajib
untuk kepentingan negara.

c. Karena habis vzaktu.

Kuasa pertambangan yang berakhir demi hukum adalah kuasa

pertambangan yang berakhir karena jangka waktu yang telah

ditentukan dalam kuasa pertambangan telah habis dan tidak
mengajukan perpanjangan atau peningkatan ketika masa berla' u kuasa
pertambangan.

Pemegang kuasa pertambangan harus selalu memenuhi kewajibannya
untuk membuat laporan kegiatan dan keuangan selama masa perizinannya masih
berlaku. Apabila pemegang kuasa pertambangan tidak melaksanakan
kewajibannya maka diberi peringatan tiga kali, jika peringatan tersebut tidak

diindahkan maka pemerintah akan melakukan pemutusan secara septhak.

2.3.2.2 Perjanjian Pengangkutan
Pengertian perjanjian pengangkutan menurut Purwosutjipto (2003:2)
sebagai berikut:

Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut
dengan pengirim dimana pengangkut mengikatkan dirn  untuk
menyelenggarakan pengangkutan barang dan/orang dari suatu tempat ke
tempat tujuan tertentu, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk
membayar uang angkutan .

Subekti (1995:221) mengemukakan bahwa :

Perjanjian pengangkutan 1alah suatu perjanjian dimana satu pihak
menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari .2t
tempat kelain tempat, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan
membayar ongkosnya.
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Selanjutnya definisi perjanjian pengangkutan menurut Adji dkk.(1991:6)
adalah sebagai berikut:

Perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik, pada mana
pihak pengangkut mengikat diri untuk menyelengarakan pengangkutan
barang dan/ atau orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya
berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk
pengangkutan tersebut (penginim - penerima, pengirim atau penerima;
penumpang).

Di samping itu Muhammad (1998:21) juga memberikan definisi perjanjian
pengangkutan sebagai berikut

Perjanjian pengangkutan merupakan persetujuan dengan mana pengangkut

mengikatkan dir untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau

orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, dan
pengirim atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar biaya
pengangkutan.

Para ahli memberikan definisi perjanjian pengangkutan yang telah
disebutkan diatas, maka pengertian perjanjian pengangkutan adalah suatu
perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dengan mana
pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang
dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat,
sedangkan pihak pengirim mengikatkan din untuk membayar biaya angkutan

yang telah disepakati.

Perjanpan  pengangkutan vyang dilakukan oleh kedua belah pihak
dituangkan kedalam bentuk surat yang disebut surat edaran atau surat angkutan
seperti yang tercantum dalam pasal 90 KUHD pada bagian ke 1T buku .

Is1 surat angkutan sebagai berikut:

1. Nama dan berat atau ukuran barang yang diangkut, beserta merek-merek dan

jumlahnya;

2

Nama orang kepada siapa barang dikirimkan;

Nama dan tempat kediaman pengangkut atau nahkoda:
Jumlah biaya angkutan;

Tanggal,

Tanda tangan pengirim,

N o0 v oA W

Apa-apa yang selanjutnya masih diperjanjikan antara pihak-pihak.
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Menurut Muhammad (1998:18), perjanjian pengangkutan mempunyai
asas dan ciri-ciri sebagai berikut

a. Konsensual.
Pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, sudah cukup
dengan kesepakatan pihak-pihak. Tetapi untuk menyatakan bahwa
perjanjian itu sudah terjadi atau ada harus dibuktikan atau didukung oleh
dokumen pengangkutan ;

b. Koordinatif
Pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara atau
sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain.
Walaupun perjanjian itu sudah terjadi atau ada harus dibuktikan atau
didukung oleh dokumen pengangkutan bukan bawahan penumpang atau
pengirim barang pengangkutan adalah perjanjian pemberi kuasa.

¢. Campuran
pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian yaitu
pemberian kuasa. penyimpanan barang dan melakukan pekerjaan dari
pengirim kepada pengangkut.

d. Retensi
pengangkutan tidak mempunyai hak retensi terhadap barang-barang
angkutannya, yaitu hak untuk menahan barang-barang angkutan. Bila
menolak untuk membayar uang angkutan penggunaan hak retensi
bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan pengangkut hanva
mempunyai kewajiban menyimpan barang atas biaya pemiliknya.

¢. Pembuktian dengan dokumen
Pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen angkutan, tidak ada
dokumen pengangkutan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan,
kecuali jika kebiasan yang sudah berlaku umum, misalnya pengangkutan
dengan angkutan kota tanpa karcis penumpang .

Menurut Purwosutjipto (2003:32) menjelaskan bahwa :

Apabila pengirim menyerahkan barang-barangnya kepada pengangkut
untuk diangkut maka pengirim mendapat tanda terima. Menurut pasal 504
KUHD menjelaskan dalam telah menerima barang-barang tertentu pula.
selanjutnya  menyerabkan barang-barang fersebyt kepada sescorang
tertentu, dengan disertai janji-janji untuk peqyerahan paraqg-barang itu,

Dalam perjanjian pengangkutan terdapat para pihak, menurut
Purwosujipto (2003:3) adalah :

Para pthak dalam pengangkutan itu antara lain pihak pengangkut dan
pihak pengirim. Pihak pengangkut adalah orang yang mengikatkan diri
untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu
tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pihak
pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar uang
angkutan dan memberi muatan.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

25

Menurut Tjakranegara (1995:67), para pihak dalam Perjanjian
pengangkutan mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan :

a. Pihak pengangkut.
Kewajiban pihak pengangkut untuk mengangkut barang ataupun
orang dari satu tempat ke tempat lain dengan selamat

b. Pihak pengirim (pemakai jasa angkutan)
Berkewajiban menyerahkan ongkos yang disepakati . serta
menyerahkan barang yang dikirim pada alamat tujuan dengan jelas

¢. Kedudukan pihak penerima barang karena sesuatu perjanjian untuk
berbuat sesuatu bagi penerima barang apakah barang itu diterimanya
sebagai suatu hadiah (pasal 1317 KUHPerdata)

Dalam perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak, yaitu pengirim
dan pengangkut sama tinggi atau kedudukan koordinasi (gecoordineerd). Dalam
perjanjian perburuhan, kedudukan para pithak tidak sama tinggi, yakni majikan
mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada buruh. Kedudukan para pihak dalam
perjanjian perburuhan disebut kedudukan subordinasi (gesubordineerd), inilah

sifat perjanjian pengangkutan

2.3.2.3 Tanggung Jawab Pengangkutan

Pengirim berhak melakukan suatu tuntutan atas kerugian yang dideritanya
terhadap pihak pengangkut, apabila terjadi suatu resiko terhadap barang miliknya.
Pengangkut berhak untuk melepaskan diri dan tanggung jawab untuk memberikan
ganti kerugian terhadap pengirim jika pengangkut dapat membuktikan bahwa
resiko yang terjadi adalah di luar kesalahan atau kelalaian.

Tanggung jawab vang diberikan oleh pengangkut merupakan suatu
jaminan terhadap keselamatan barang milik pengirim. Pengirim dapat merasa
aman akan mengirimkan barang kirimannya dan yakin akan barang tersebut akan
sampai ke tempat penerimaan dengan selamat dan utuh.

Tanggung jawab dalam perjanjian pengangkutan lebih ditujukan kepada
pthak pengangkut atau penyelenggara jasa pengangkut. Pertanggung jawaban
pengangkut atau pengirim barang memakai pertanggung jawab berdasarkan
praduga dalam teori, artinya pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas
setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Dengan

kata lain, jika pengangkut dianggap tidak dapat melaksanakan prestasi tersebut,
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sementara kesalahan terletak pada pihak pengangkut maka pengangkut dianggap
melakukan wanprestasi. Apabila pihak pengirim dapat membuktikan bahwa
perbuatan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya maka pihak
pengangkut atau pengirim barang dapat dibebaskan dari kewajiban untuk
membayar kerugian. Pihak pengangkut dapat membuktikan bahwa perbuatan yang
menyebabkan terjadinya kerugian atau vyang lainnya adalah bukan karena
kesalahan atau faktor force majeure. Hal ini terjadi karena keadaan alam atau hal-
h.al vang diluar kekuasaan yang wajar dari para pihak yang bersangkutan dan
secara mendadak.

Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang
mulai dar tempat pemuatan sampai tujuan dengan selamat. Apabila tidak selamat
maka menjadi tanggung jawab pengangkut dengan membayar ganti rugi. Menurut
Purwosutjipto (2003:34), penyelengaraan pengangkutan tidak selamat disebabkan
karena dua hal yaitu barang sampai tempat tujuan tidak ada, ada tetapi rusak
sebagian atau seluruhnya, kecuali kalau kerugian itu timbul dart 4 macam sebab
sebagai berikut :

Keadaan memaksa (overmacht atau force majeure),

Cacat pada barang itu sendiri;

Kesalahan atau kelalaian si pengirim atau si ekspeditur (pasal 91
KUHD);

4. Keterlambatan datangnya barang sampai tujuan, karena keadaan
memaksa (pasal 92 KUHD), dalam ini barang tidak rusak atau musnah.

e P

Pada bunyi pasal 468 KUHD menyebutkan persetujuan pengangkutan
mewajibkan sistem pengangkut untuk menjaga akan keselamatan barang yang
akan diangkutnya, mulai saat diterimanya benda saat diterimakannya benda
diserahkannya barang tersebut. Pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan
tanggung jawab pengangkutan adalah dimulai setelah barang diterima oleh
perusahaan jasa pengangkutan untuk diserahkan sesuai dengan waktu yang
disepakati serta penginm telah menyepakati untuk memberikan kewenangan
terhadap barang tersebut untuk dikinm dengan melalui suatu perjanjian

penganglutan.
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Luas tanggung jawab pengangkut adalah pengangkut wajib memberi ganti
rugi atas biaya dan rugi bunga yang layak harus diterima, bila 1a tidak dapat
menyerahkan atau tidak merawat sepatutnya untuk menyelamatkan barang-barang
angkutan (pasal 1236 KUHPerdata). Biaya kerugian bunga itu terdiri atas
kerugian yang telah dideritanya dan laba yang sedianya akan diterimanya (pasal
1246K UHPerdata).

Menurut Purwosutjipto (2003:38), luas tanggung jawab 1ni
dibatasi dengan ketentuan pasal 1247 dan pasal 1248 KUHD, yaitu :

a. Kerugian tersebut ialah kerugian yang dapat diperkirakan secara layak

pada saat timbulnya perikatan;

b. Kerugian itu harus merupakan akibat yang langsung dar tidak

terlaksananya perikatan dar perjanjian pengangkutan .

Perusahaan jasa pengangkutan bertanggung jawab terhadap barang
angkutannya sejak diterimanya barang sampai diserahkan pada penerima barang.
Apabila terjadi suatu kerugian terhadap barang angkutan maka perusahaan jasa
pengangkutan bertanggung jawab mengganti kerugian hanya untuk kerugian
tersebut dapat diperkirakan secara layak dan merupakan akibat langsung dari tidak

terlaksanakannya perjanjian pengangkutan.

2.3.2.4 Akibat Hukum Para Pihak Yang Mengadakan Perjanjian

Pengangkutan

Dalam setiap perjanjian yang dibuat selalu akan menimbulkan akibat
hukum bagi para pihak yang menyepakati perjanjian kerja tersebut.
Perwujudannya berupa hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dari
masing-masing pihak. Pelaksanaannya disertai dengan jaminan bahwa hubungan
tersebut akan dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang akan menimbulkan
hubungan hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah
pihak atau karena bencana alam yang cukup dan baru dapat dilaksanakan dengan

itikad baik. Maksud pasal 1338 ayat (1) KUHPerdat» adalah sebagai berikut:

]
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b.

membuat
perjanjian, hal ini berarti bahwa kedua belah plhak harus menaati ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam perjanjian itu sama dengan menaati ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Jika terjadi pelanggaran yang
dilakukan oleh salah satu pihak maka pihak yang melanggar perjanjian
tersebut dianggap :sebagai pelanggar undang-undang, yang mempunyai akibat
hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa yang melanggar
perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam
undang-undang,
Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak.
Perjanjian yaug telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak perjanjian
tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Apabila
ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus mendapatkan persetujuan
dari pihak lain. Apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-
undang perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak:
Pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik
Dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang dimaksud itikad baik yakni
pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma
kepatutan dan kesusilaan, kebiasaan, undang-undang.

Soedjono (1987:4) menyampaikan tentang akibat hukum dalam hal
terjadinya perjanjian pengangkutan sebagai berikut:

Perjanjian pengangkutan berakibat bahwa perjanjian pengangkutan
tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena perjanjian
tersebut sebelumnya telah disepakati kedua belah pihak, pihak pengangkut
telah menyetujui akan menyelenggarakan pengangkutan barang dar satu
tempat ketempat tujuan tertentu dengan aman dan selamat serta mengganti
kerugiannya yang disebabkan oleh rusak atau hilangnya barang baik
seluruhnya atau sebagian, sedangkan pengirim menyetujui membayar upah
angkutan. Hal ini merupakan hak dan kewajiban dari para pihak yang telah
disebutkan dalam isi perjanjian. Apabila pengangkut tidak memenuhi apa
yang menjadi isi perjanjian pengangkutan, maka pihak-pihak tersebut
dapat menuntut ganti rugi .

Pihak pengirim dapat menuntut ganti kerugian apabila dapat dibuktikan

dengan bukti-bukti yang kuat dan sah bahwa kerugian itu memang disebabkan

karena kesalahan pihak pengangkut yang tidak melaksanakan hak dan

kewajibannya.
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IIl. PEMBAHASAN

3.1 Proses Pembuatan Perjanjian Jasa Penambangan dan Angkutan Batu
Kapur Untuk Pabrik Tuban Antara PT Semen Greslk (Persero)Thk
Dengan PT United Tractors Semen Gresik

Proses pembuatan perjanjian antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dan
PT United Tractors Semen Gresik ini dilaksanakan secara tertulis dalam bentuk
suatu surat perjanjian. Surat perjanjian ini mengenai pelaksanaan kerja sama jasa
penambangan dan angkutan batu kapur untuk pabrik Tuban, sebagai pabrik
pelaksana dari PT Semen Gresik (Persero) Tbk.

Menurut Dunne (dalam Badrulzaman,1994:36), menggemukakan bahwa
“Perjanjian terjadi melalui suatu proses yang terdiri dari tiga fase sebagai berikut :

a. fase prakontrak:

b. fase kontrak;

c. fase pasca kontrak™.

Pada fase prakontrak terjadi kesepakatan tentang hal-hal yang pokok
seperti negosiasai awal, MoU (Memorandum of Understanding), studi kelayakan,
negosiasi lanjutan. Negosiasi merupakan komunikasi verbal antara dua orang atau
lebith yang mengandung unsur seni, psikologi, rahasia, penyelesaian sengketa
dengan asas win-win solution. Memorandum of Understanding merupakan suatu
surat yang berisi tentang pernyataan kehendak untuk mengadakan suatu hubungan
bisnis tertentu yang diajukan oleh pihak kesatu kepada pihak kedua.

Laboratorium Hukum FH UNPAR (1997:73) menggemukakan bahwa

“Memorandum of Understanding, pada intinya merupakan kesepakatan
diantara para pihak untuk berunding dalam rangka membuat suatu perjanjian
dikemudian hari, apabila hal-hal tertentu yang belum pasti telah dapat dipastikan™.

Sebelum menyusun suatu surat perjanjian maka sebaiknya dilakukan suatu
persiapan penyusunan perjanjian agar terbentuk suatu surat perjanjian yang
sempurna. Persiapan yang dilakukan PT Semen Gresik (Persero) Tbk dan PT

United Tractors Semen Gresik itu berupa :

29
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. Negosiasi awal merupakan suatu proses upaya PT Semen Gresik (Persero)

Tbk untuk mencapai kesepakatan dengan PT United Tractors Semen
Gresik mengenai ketentuan perjanjian yang harus dilaksanakan antara lain,
tawar menawar harga pembayaran pekerjaan, cara pembayaran, sanksi.
Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) merupakan suatu
proses PT Semen Gresik (Persero) Tbk dan PT United Tractors Semen
Gresik mencapai kesepakatan bersama mengenai segala ketentuan yang
telah disepakati.

Studi kelayakan merupakan suatu proses PT Semen Gresik (Persero) Tbk
mengkaji kelayakan pekerjaan penambangan dan angkutan  yang
ditentukan dengan kemungkinan tingkat keberhasilan dan tujuan yang
dicapai. Pengkajian kelayakan itu berupa kelayakan tambang (cadangan
alat, target produksi, apakah biayanya sesuai, tahun pelaksanaan) dan
dampak terhadap lingkungan. Hasil pengkajian kelayakan ini diserahkan
kepada PT United Tractors Semen Gresik sebagai pelaksana kerja
penambangan dan angkutan.

Negosiasi lanjutan merupakan suatu proses PT United Tractors Semen
Gresik  memberikan keputusan kedua setelah melithat studi kelayakan,

apakah pekerjaan ini sesuai dengan apa yang telah disepakati.

Setelah dilaksanakan persiapan penyusunan perjanjian (negosiasi awal,

, studi kelayakan, negosisi lanjutan) maka dilaksanakan pembuatan kontrak :
1.

Penulisan naskah awal merupakan suatu proses bagian-bagian
PT Semen Gresik yang terkait dengan pelaksanaan penambangan dan
angkutan bersama-sama membentuk suatu konsep surat perjanjian yang
sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Kemudian konsep ini diserahkan
pada Dinas Hukum PT Semen Gresik (Persero) Tbk .

Perbaikan naskah merupakan suatu proses Dinas Hukum memperbaiki
konsep awal untuk diselaraskan dengan bahasa hukum, undang-undang
yang berlaku. kesusilaan dan ketertiban umum. Naskah yang diperbaiki
akan diséfahkan pada bagian pembuat konsep awal (notulen) untuk

disetujui, apakah telah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
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Naskah ini kemudian diserahkan pada PT United Tractors Semen Gresik
untuk disetujui. Apabila disetujui maka diserahkan kembali kepada bagian
pembuat konsep awal dari PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Pembuat
konsep awal menyerahkan kembali kepada Dinas Hukum PT Semen
Gresik (Persero) Tbk untuk dibuat suatu Surat Perjanjian tentang Jasa
Penambangan dan Angkutan Batu Kapur untuk Pabrik Tuban antara PT
Semen Gresik (Persero) Tbk dan PT United Tractors Semen Gresik

L5 ]

Penulisan naskah akhir merupakan proses Dinas Hukum PT Semen Gresik
(Persero) Tbk membuat surat perjanjian tentang Jasa Penambangan dan
Angkutan Batu Kapur untuk Pabrik Tuban antara PT Semen Gresik
(Persero) Tbk dengan PT United Tractors Semen Gresik. Surat perjanjian
ini berisi tentang draff perjanjian yaitu judul, pembukaan, komparisi,
premise, isi perjanjian, klausula, penutup, tanda tangan dan lampiran.

4. Penandatanganan merupakan proses PT Semen Gresik
(Persero) Tbk dan PT United Tractors Semen Gresik menandatangani
surat perjanjian dengan diwakili oleh Direksi dart masing-masing pihak.
Surat perjanjian vang telah ditanda tangani, akan diberi tanda

pengenal/cap/ stempel dari para pihak yang membuat perjanjian. Kemudian surat
perjanjian ini diberi materai seharga Rp. 6000,- yang ditempel dan dibubuhi
tanggal pada saat kontrak ditanda tangani.

Surat perjanjian asli dibuat dalam rangkap dua, yang dipegang oleh
masing-masing pihak. Selanjutnya, perjanjian ini didaftarkan pada buku Register
Dinas Hukum PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan nomor
009/4010/DH/01.005.

Pada surat perjanjian ini disertai beberapa lampiran yang melekat karena
perjanjian ini mencangkup persoalan-persoalan teknis atau hal-hal secara detail.
Secara yuridis, dalam surat perjarjizn ini harus dibuat pasal petunjuk yang
menunjuk kearah lampiran-lampiran yang tepat, seperti misalnya addendum yang
terdapat dalam surat perjanjian ini. Addendum dibuat untuk memuat perubahan-

perubahan terhadap pasa! pasal tertentu dalam surat perjanjian induk.
P perjan)
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Surat perjanjian ini dibuat secara tertulis dalam bentuk akta dibawah
tangan. Perjanjian ini dibuat tidak oleh atau tanpa perantara seorang pejabat
umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang
mengadakan perjanjian. Menurut Hondius (dalam Badrulzaman, 1994:47),
“perjanjian  baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa
membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak
terbatas yang sifatnya tertentu”. Dalam perjanjian ini memang dibuat dalam akta
di bawah tangan tetapi bukan perjanjian baku. Isi dalam surat perjanjian ini dibuat
berdasarkan kesepakatan bersama, tidak sepihak. Alasan perjanjian ini tidak
didaftarkan kepada seorang notaris karena prosedur persyaratan pendaftaran yang
rumit, penghematan biaya serta para pihak perjanjian ini adalah antara induk
perusahaan dan anak perusahaan patungan. Apabila para pihak perjanjian adalah
perusahaan induk dengan pihak asing maka perlu didaftarkan kepada seorang
notaris.

Perjanjian ini secara resmi telah sah dan memiliki kekuatan hukum yang
mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengadakan karena telah
memenuhi syarat syahnya suatu perjanjian (pasal 1320 KUHperdata).

Para pihak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.

3.2 Pelaksanaan Perjanjian Jasa Penambangan Dan Angkutan Batu Kapur
Untuk Pabrik Tuban Antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk Dengan
PT United Tractors Semen Gresik

Perjanjian yang dibuat oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk dan
PT United Tractors Semen Gresik didasarkan pada pasal 1313 KUHPerdata yaitu
tentang perjanjian. Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang
atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Berdasarkan
pasal 1313 KUHPerdata ini maka kedua belah pihak telah sctuju untuk melakukan
isi perjanjian No. 034/HK.06/4063/01.05 yaitu PT Semen Gresik (Persero) Tbk
menyerahkan pekerjaan jasa penambangan dan angkutan batu kapur kepada pihak

kedua. Pihak kedua sebagai pelaksana dalam perjanjian 1m Uersedia untuk
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menggali/menambang dan mengangkut batu kapur bagi kebutuhan pabrik pihak
kesatu di Tuban.

Perjanjian No. 034/HK.06/4063/01.05 menimbulkan akibat hukum bagi
PT Semen Gresik (Persero) Tbk dan PT United Tractors Semen Gresik.
Perjanjian ini berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,

‘tidak dapat ditarik kembali secara sepihak dengan alasan apapun dan harus
dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian ini juga bersifat terbuka yang menggandung asas kebebasan
berkontrak. Para pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebas untuk
mengatur isi, syarat dan luasnya kontrak, asal tidak bertentangan dengan undang-
undang yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum (pasal 1338 KUHPerdata).

Pelaksanaan perjanjian ini dilakukan sesuai dengan syarat perjanjian yang
tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :

. Adanya kata sepakat

Perjanjian in1 disetujui dengan kata sepakat oleh kedua belah pihak. Pihak
kesatu menyerahkan tugas untuk melakukan penggalian/penambangan dan
pengangkutan batu kapur. Pihak kedua setuju untuk melaksanakan penggalian
/penambangan dan pengangkutan batu kapur kepada pihak pertama dengan
keinginan untuk mendapatkan upah sebagai pemenuhan prestasi yang
dilaksanakan.

Perjanjian 11 dilaksanakan secara bebas, betul-betul atas kemauan sukarela
pihak-pihak, tidak ada paksaan, kehilafan dan juga tidak ada penipuan dari

pthak manapun.

(S

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Para pihak yang melaksanakan perjanjian ini merupakan subjek hukum yang
dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum.

Subjek hukum dalam perjanjian ini berbentuk badan hukum perseroan, yaitu
antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT United Tractors Semen
Gresik. Menurut pasal 1 butir (1) menyebutkan pengertian perseroan bahwa :

Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perianjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi
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dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-

undang ini serta peraturan pelaksanaanya .

Kedua belah pithak dalam perjanjian ini merupakan badan hukum yang
berbentuk perseroan maka dalam penandatanganan perjanjian ini diwakili oleh
Direkst dan masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan pasal 82 Undang-
undang No. 1 Tahun 1995 tentang Peréeroan Terbatas yang menyebutkan
bahwa “Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk
kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam
maupun di luar Pengadilan *.

Suatu hal tertentu.

L

Dalam 1si perjanjian ini dijelaskan teniang objek vang diperjanjikan, jenisnya,
jumlahnya agar perjanjian ini tidak kabur.

Objek dalam perjanjian ini adalah batu kapur dengan jumlah 8.000.000
(delapan juta) ton batu kapur dengan kadar air maksimum 13% (tiga belas
persen).

4. Suatu sebab yang halal

Tujuan yang dicapai dalam pelaksanaan perjanjian ini adalah melaksanakan
pengolahan/penambangan dan angkutan batu kapur secara maksimal, efesien.
efektif’ sehingga dapat meningkatkan target produksi semen yang dicapai.
Dalam pelaksanaan perjanjian ini tidak bertentangan dengan undang-undang,

ketertiban umum dan kesusilaan.

Perjanjian No. 034/HK.06/4063/01.05 yang dibuat oleh kedua belah pihak
menghasilkan suatu hubungan hukum antara keduanya. Hubungan hukum yang
dimaksud adalah hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.
Hak dan kewajiban masing-masing pihak adalah:

Hak pihak pertama: L '

a. Hak mendapatkan pemenuhan prestasi dari PT United Tractors Semen
Gresik berupa pelaksanaan menambang/menggali dan mengangkut batu
kapur untuk kebutuhan pabrik PT Semen Gresik (Persero) Tbk di Tuban
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT Semen Gresik
(Persero) Tbk;
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b.
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Hak memanfaatkan sarana alat pengangkutan milik PT United Tractors
Semen Gresik berupa dump truck dan traktor yang dilengkapi dengan
operator, perlengkapan keselamatan kerja, dokumen kepemilikan surat ijin
yang masih berlaku, bahan bakar, sarana/prasarana pemeliharaan
perbaikan;

Hak meminta ganti rugi apabila terjadi kerugian atas kesalahan PT United
Tractors Semen Gresik ;

Hak untuk menentukan lokasi (front) pengambilan batu kapur di Quarry
Tuban.

Kewajiban pihak pertama

a.

a

f.

Wajib  menyediakan lokasi ~penambangan batu kapur  untuk
dilaksanakannya penambangan ;

Wayjib menyediakan bahan baku batu kapur untuk diangkut;

Wajib membayar uang angkutan sesuai dengan jumlah penambangan batu
kapur yang harus dikirim;

Wajib menyediakan ruang atau tempat menampung dan penyimpanan batu
kapur;

Wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan  proses
penambangan;

Wajib membuat laporan dan rencana target penambangan.

Hak pihak kedua

a.

Hak untuk mendapatkan pembayaran uang penambangan dan
pengangkutan batu kapur sesuai dengan tarif yang diperjanjikan;

Hak untuk mendapatkan ganti rugi kepada pihak PT Semen Gresik
(Persero) Tbk dengan menyerahkan bukti-bukti yang sah bahwa 1a tidak
melakukan suatu kesalahan;

Hak untuk menolak mengangkut batu kapur yang melebihi batas

kemampuan alat pengangkutan (dump truck dan traktor).

Kewajiban pihak kedua:

a.

Wajib menambang/mengali dan mengangkut batu kapur sesuai dengan

volume yang telah ditentukan;
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b. Wajib menyediakan alat sarana pengangkutan yang dilengkapi dengan
operator, perlengkapan, keselamatan kerja, dokumen kepemilikan/surat
ijin yang masih berlaku, bahan bakar dan sarana/prasarana pemeliharaan
perbaikan;

c. Wajib menjaga keamanan dan keselamatan batu kapur yang diangkut
sampai ke tempat tujuan;

d. wajib membayar ganti rugi kepada PT Semen Gresik (Persero) Tbk
sebagai akibat kelalaian atau kesengajaan yang telah terbukti dilakukannya
dengan bukti-bukti yang sah;

e. Wajib membuat laporan setiap kali pengangkutan, yang meliputi :

e.1 Jenis barang
e.2 Jumlah
e.3 Berat
e.4 Tujuan pengiriman
f. Wajib melaksanakan rencana pencegahan timbulnya dampak terhadap

lingkungan.

Dengan adanya hak dan kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian maka
timbul adanya tanggung jawab bagi para pihak yang mengadakan perjanjian
tersebut.

Tanggung jawab masing-masing pihak dalam perjanjian penambangan dan
angkutan batu kapur sangat penting. Pelaksanaan perjanjian dapat berjalan dengan
baik dan sempurna tergantung dengan itikad baik masing-masing pihak untuk
dapat melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan atas ketentuan perjanjian
yang mengikatnya.

Pengangkut bertanggung jawab untuk menjaga dan menjamin keselamatan
barang angkutannya sampai ke tempat tujuan tanpa adanya kerusakan dan
hilangnya barang-barang yang diangkut selama pelaksanaan perjanjian
pengangkutan masih berlangsung (pasal 468 KUHD).

Tanggung jawab PT Semen Gresik (Persero) Tbk dalam perjanjian

penambane 'n dan angkutan batu kapur:.
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I. Bertanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan pengawasan operasi

tambang agar sesuai dengan aturan yang ditetapkan;

2

Bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan atau kelalaian yang
diakibatkan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk:

L5

Menjamin tersedianya batu kapur yang diangkut menurut perjanjian;
4. Bertanggung jawab atas kelancaran pemuatan ke tempat proses produksi
dan tempat penyimpanan;
5. Bertanggung jawab atas tarif angkutan yang telah disepakati.
Tanggung jawab PT United Tractors Semen Gresik :
I. Bertanggung jawab atas kebutuhan jumlah batu kapur yang dimuat dari
tempat penambangan sampai ke tempat proses produksi;
2. Setiap terjadi ganguan teknis dalam operasi vang dapat menghambat
kelancaran proses produksi dalam bidang pengangkutan, maka PT United
Tractors Semen Gresik wajib melaporkan kepada PT Semen Gresik
(Persero) Tbk secara khusus paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam

setelah terjadi gangguan;

(5]

Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan operasi tambang sesuai

dengan aturan PT Semen Gresik (Persero) Tbk;

4. Bertanggung jawab terhadap terhadap tuntutan ganti rugi berdasarkan alat
bukti yang sah atas resiko yang ditimbulkan, mengenal  keamanan,
keselamatan dan keschatan kerja yang terjadi selama pelaksanaan
pekerjaan;

5. Bertanggung jawab dan menanggung biaya atas pembuatan dan perawatan

jalan quarry (pembukaan atau pemadatan cabang baru dar lokasi

penambangan) yang telah ditetapkan serta melengkapi dengan rambu-

rambu lalu lintas.

Pelaksanaan penambangan dan angkutan batu kapur terjadi di lokasi desa
Temandang, desa Pompongan, kecamatan Merakurak, desa Sumber arum,
kecamatan Kerek dan tanah Perhutani kabupaten Daerah Tingkat II Tuban denga.:
jumlah luas keseluruhannya 797,43 ha dengan No. SI™.» 545.4/184/116/1994.
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PT Semen Gresik (Persero) Tbk memiliki lahan tambang yang seluas
797,43 ha dan Surat Ijin Pertambangan Daerah untuk usaha pertambangan Bahan
Galian Golongan C dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha pertambangan

yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan atau pemurnian.

Pemberian Surat ljin Pertambangan Daerah untuk usaha pertambangan
Bahan Galian Golongan C kepada PT United Tractors Semen Gresik ini
berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 23 Tahun 2001
tentang 1jin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C pada pasal 3 ayat (1)
dan pasal 5 ayat (1), yang mewajibkan setiap usaha pertambangan Bahan Gahian
golongan C di daerah untuk memiliki ijin usaha pertambangan yang berbentuk

Surat Ijin Pertambangan .

Kegiatan usaha pertambangan batu kapur yang dilakukan oleh PT Semen
Gresik (Persero) Tbk termasuk Bahan Galian Golongan C. Batu kapur merupakan
salah satu Bahan Galian Golongan C yang telah diatur pada pasal 1 huruf (c)
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan
Galian. Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pertambangan hanya menyebutkan pengolongan bahan galian menjadi 3

golongan, yaitu :
a. Golongan bahan galian strategis;
b. Golongan bahan galian vital;
¢. Golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a dan b.

Bahan galian merupakan unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih dan
segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan alam
(pasal 2 huruf (a) Undang-undang No. 11 Tahun 1967).

Jangka waktu pelaksanaan perjanjian jasa penambangan dan angkutan batu
kapur 11 adalah selama 11 (sebelas) bulan. Setiap tahun kontrak perjanjian selalu
diperpanjang dan diperbaharui karena disesuaikan target jumlah volume

penambangan batu kapur yang akan dicapai.
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Pelaksanaan perjanjian penambangan dan angkutan batu kapur meliputi

beberapa tahapan :

A. Tahapan penambangan
Menurut  Keputusan  Menteri Pertambangan  dan | Energi  No.
1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penangulangan Perusakan dan
Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum pada pasal |
huruf (b), menyebutkan bahwa “penambangan adalah kegiatan yang dilakukan
baik secara manual, mekanis untuk mendapatkan bahan galian”. Kegiatan
penambangan batu kapur meliputi beberapa tahap, vaitu :
1. Pengupasan (striping)
Pengupasan adalah pembuangan tanah pucuk ( lapisan tanah yang paling atas)
dengan alat traktor dan buldoser Komatsu [D150. Pengupasan tanah dilakukan
minimal 40 cm dari permukaan tanah. Hasil pengupasan tersebut disimpan di
topsoil setelah  pengupasan dilakukan. Hal ini digunakan sebagai media
reklamasi bagi pengadaan penghijauan kembali (Green Belt).
Alasan digunakan tanah pucuk sebagai media reklamasi bagi pengadaan
penghijauan kembali karena tanah pucuk merupakan tanah yang paling subur

(humus).

[

Pengeboran (drilling)

Pengeboran dilakukan dengan mengunakan alat bor yang disebut bor Atlas
Copco Roc F7. Lubang bor harus berkedalaman 6 cm dari permukaan tanah
dan berdiameter 3,5 inch. Jarak lubang depan sampai dengan belakang adalah
2.5 m (Burden). Jarak lubang kanan sampai dengan kiri adalah 3,0 m.
Peledakan (subdrilling)

Peledakan dilakukan dengan jarak 0,5 m dari lubang bor dengan kedalaman 6

o

m dari permukaan tanah.

Bahan peledak yang digunakan adalah Aluminium Nitrat (ANFo) yang
berkadar 94.5 % dan Solar (Fuel Oil) yang berkadar 5.5%.

Besar hasil peledakan atau besar batu kapur harus berukuran lebih besar dari
80 cm atau kurang dari 90% dari ukuran 80 cm.
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Target yang harus dicapai dari penambangan batu kapur (target rom) untuk
quarry adalah 30.000-35.000 ton per hari.
Dalam proses peledakan harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/M.PE/1995
tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum agar tidak
menimbulkan suatu dampak terhadap lingkungan dan orang lain /pekerja.
4. Penggalian (foading)
Setelah dilakukan peledakan maka dilakukan penggalian dan pemuatan hasil
penambangan berupa batu kapur ke dalam dump truck.
Alat yang digunakan adalah taktor dengan jenis excavator Komatsu PC 650,
Komatsu PC 400, wheel loader komatsu WA 500, Dozer dan Grader (support
equitment).
B. Tahapan pengangkutan
Setelah dilakukan proses penambangan maka dilakukan pengangkutan
batu kapur. PT United Tractors Semen Gresik melaksanakan unsur-unsur dari
angkutan pada pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:
Pemindahan barang ( batu kapur);

a.
b. Menggunakan kendaraan tertentu (dump truck),

o

Pelaksanaannya dari satu tempat menuju tempat lain (Quarry ke Hopper),
Pengangkutan barang wajib diangkut dengan mobil barang (pasal 34 avat
(2) Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)
dan PT United Tractors Semen Gresik sebagai pengangkut bebas untuk memilih
pengangkutan yang akan dipakai (pasal 467 KUHD). Oleh karena itu,
pengangkutan batu kapur yang dilakukan oleh PT United Tractors Semen Gresik
menggunakan dump truck, sejenis dengan truk. Truk adalah kendaraan komersil
untuk angkutan barang sedangkan dump truck adalah truk yang dapat
menumpahkan sendiri muatannya ke tempat penyimpanan.

Dump truck merupakan kendaraan bermotor untuk angkutan barang.
Menurut Siregar (1”77 1), kegiatan angkutan bermotor dibedakan menurut jenis

muatannya yaitu:
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a. kendaraan angkutan motor untuk angkutan barang yaitu truk
b. kendaraan angkutan motor untuk angkutan penumpang yaitu bis,bemo,

angkutan kota.

Setiap dump truck hanya bisa memuat 20 ton, jika lebih dari itu akan
menyebabkan batu kapur tumpah di jalan, menghambat kelancaran pengiriman
batu kapur oleh dump truck yang lain. Akibatnya berdampak terhadap proses
produksi semen dan dapat merugikan pihak pertama.

Proses pengangkutan batu kapur dilakukan dan quarry (area
penambangan) menuju ke hopper (tempat penyimpanan) berjarak kurang lebih 2
km. Kemudian dilakukan penumpahan (dumping) serta penimbangan berat batu
kapur yang dihasilkan dengan disertai penyerahan surat muatan kepada pihak
pertama. Surat muatan tersebut dinamai surat jalan dalam pelaksanaan perjanjian
pengangkutan ini. Adapun isi surat jalan itu adalah :

a. Nomor surat jalan;

b. Nama pengirim:
c. Nama penerima;
d. Nomor polisi truck;

Jenis bahan baku;
Jumlah bahan baku;

o Th o

Tanggal penerimaan;

=

Tanda tangan pengirim dan penerima.
Surat jalan ini merupakan tanda bukti dilaksanakannya perjanjian
pengangkutan selain berita acara penerimaan barang. Surat jalan dan berita acara
ini juga sebagai salah satu ciri dari perjanjian pengangkutan yaitu pembuktian
dengan dokumen. Barang yang dimuat telah diterima oleh penerima barang
dengan disertai penandatanganan penerima barang (pasal 90 KUHD).

Batu kapur yang terdapat di hopper akan diolah dengan bahan baku
lainnya, antara lain tanah liat (15 %), pasir besi (4 %), pasir silika (1 %) yang
kemudian menjadi terak dan ditambah dengan gipsum. Hasil akhir dar

pengolahan bahan baku ‘ >rsebut akan menjadi semen.
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Volume penambangan yang harus diangkut adalah volume batu kapur
yang dipakai oleh pihak kesatu untuk memproduksi terak pabrik Tuban I, Tuban
[1, Tuban 111 yang jumlahnya akan ditetapkan setiap tahun oleh pihak kesatu.

Jumlah dan jadwal penambangan dan angkutan yang dilaksanakan oleh
pihak kedua dalam perjanjian ini adalah 8.000.000 (delapan juta) ton batu kapur.
Jadwal pelaksanaan perjanjian ini dimulai sejak tanggal satu Februari tahun dua
ribu lima (01-02-2005) sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu
lima (31-12-2005).

Apabila volume batu kapur dan produksi terak tidak tercapai Kkarena
penyebab yang ditimbulkan oleh pihak kedua maka pihak kesatu berhak
mengajukan tuntutan (c/aim) kepada pihak kedua disertai dengan data yang
disahkan oleh pihak kesatu

Kriteria batu kapur vang harus diproduksi adalah harus berukuran lebih
dari 80 cm. Apabila dibawah 80 cm maka mengakibatkan chruser (tempat
pemecahan batu kapur) macet schingga tidak bisa berproduksi. Sanksi yang harus
ditanggung adalah membayar denda sebesar 50.000/jam dipotong langsung pada
tagihan jasa penambangan dan angkutan batu kapur.

Biaya pekerjaan pelaksanaan penambangan dan angkutan batu kapur ini
sebesar Rp.10.330 (sepuluh tiga ratus tiga puluh rupiah) per ton batu kapur. Cara
pembayaran pelaksanaan penambangan dan angkutan batu kapur adalah tagihan
atas hasil produksi sebanyak dua tahap setiap bulan. Surat tagihan/faktur ini
dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah dan surat perhitungan laporan
produksi yang telah dikoreksi oleh pihak pertama. Tahapan pembayaran meliputi :

a. Pembayaran tahap | dilakukan pada minggu ke-3 dari bulan yang
bersangkutan;

b. Pembayaran tahap II dilakukan pada minggu ke -1 dari bulan berikutnya.

Dalam pelaksanaan penambangan dan angkutan batu kapur dilakukan
suatu pengawasan. Pengawasan langsung dilakukan oleh bagian DPPT (Dinas
Perencanaan dan Pengawasan Tambang) PT Semen Gresik (Persero) Tbk yang

dibawahi oleh Departemen Produksi I / Kepala Bagian Operc. | mulai dari
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menuju lokasi tambang, proses penambangan sampai dengan pengangkutan. Hasil
dari pengawasan ini dicantumkan dalam inspeksi pengawasan.

Suatu laporan dibuat oleh PT United Tractors Semen setelah pelaksanaan
penambangan dan angkutan batu kapur. Laporan ini diserahkan pada
PT Semen Gresik (Persero) Tbk, maka dibuatlah berita acara penerimaan dan
laporan. PT Semen Gresi:k (Persero) Tbk membuat laporan rekapitulasi dan
rencana target penambangan dari laporan yang diterima.

Laporan yang dibuat oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk meliputi
laporan harian yang direkap menjadi laporan bulanan dan kemudian menjadi
laporan tahunan yang akan dipertanggung jawabkan oleh Direksi di depan rapat
sidang tahunan RUPS (Rapat Sidang Pemegang Saham) Pertangungjawaban ini
diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pada
pasal 56 disebutkan bahwa :

Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Persero ditutup, Direksi

menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS yang memuat

sekurang-kurangnya:

a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku dan
perhitungan laba rugi;
neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu grup;

c. laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang
telah tercapai;

d. kegiatan utama perseroan dan perubahan dalam tahun buku:

e rincian masalah yang timbul selama tahun yang mempengaruhi
kegiatan perseroan;

f. nama anggota Direksi dan Komisaris

g. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.

Laporan pertanggungjawaban ini diserahkan kepada RUPS untuk
memperoleh pengesahan (pasal 60 ayat (1) Undang —undang No. 1 Tahun 1995

tentang Perseroan Terbatas). Apabila laporan sudah disalikan maka dilaksanakan

penandatanganan dari anggota RUPS.
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3.3. Upaya Penyelesaian Jika Terjadi Perselisihan dalam Pelaksanaan

)

]

Perjanjian Jasa Penambangan dan Angkutan Batu Kapur Untuk
Pabrik Tuban Antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk Dengan PT
United Tractors Semen Gresik

Pada umumnya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian adalah:
Keadaan memaksa (overmacht) .'
Overmacht adalah suatu keadaan atau kejadian vang tidak dapat diduga-duga
terjadi sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya
sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan
kepadanya. Menurut Syamsudin (1985:25), unsur-unsur dari overmacht

a. Tidak dapat diduga-duga sebelumnya;
b. Diluar kesalahan debitur;
¢. Menghalangi debitur untuk berprestasi;
d. Debitur belum lalai;

Wanprestasi

Wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama
sekali, melakukan prestasi yang keliru, terlambat melakukan prestasi
Surat Perjanjian No. 034/HK/06/4063/01.05 pasal 11 telah menyebutkan

dua ketentuan mengenai faktor force majeure, yaitu:

. Bencana alam : banjir, gempa bumi, kebakaran, tanah longsor, badai dan huru-

hara yang terjadi di lokasi pengambilan dan penyerahan yang berakibat
langsung dan merupakan gangguan terhadap kelancaran pekerjaan,

Adanya kebijakan perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Pusat
maupun Daerah di bidang moneter yang menyebutkan tidak dapat
dilaksanakannya pasal-pasal dan surat perjanjian ini.

Pencantuman klausula force majeure 1m sebagai langkah awal atau antisipasi

yang ditempuh para pihak yang membuat perjanjian. Pencantuman tersebut guna

mendapatkan perlindungan terhadap kejadian yang mungkin timbul dikemudian

hari dan berakibat langsung terhadap pelaksanaan perjanjian.

Pengangkutan barang yang dilakukan oleh kendaraan bermotor untuk barang

mempunyal manfaat yang sangat besar. Barang yang diangkut jumlahnya besar,

pengangkutannya cepat dan efesien. Dalam pelaksanaan pengangkutan barang
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tersebut tidak selamanya dapat berjalan lancar karena terkadang terjadi suatu

hambatan yang mengganggu jalannya pelaksanaan pengangkutan.

Dalam pelaksanaan perjanjian jasa penambangan dan angkutan batu kapur
terdapat hambatan vaitu:
1. Terjadi huru-hara (demonstrasi) dari pekerja pihak kedua, hal ini

merupakan faktor force majeure:

]

Pihak kedua menumpahkan batu kapur sehingga tercecer di jalan dan

mengurangl muatan batu kapur,

PJ

Pihak kedua tidak dapat mencapai target produksi vang harus dikirim tiap
hari.

Faktor penyebab dari hambatan tersebut :

. Huru-hara disebabkan pekerja pithak kedua meminta kenatkan upah;

2. Pihak kedua melakukan pengangkutan melebihi 20 ton, dimana ketentuan

standart normal muatan dump truck adalah 20 ton;

LS ]

Pihak kedua dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan teknis yakni alat

berat (dump truck, traktor) terjadi kerusakan mesin.

Dilihat dar hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian ini bukan
merupakan suatu wanprestasi. Hal ini bukan suatu wanprestasi karena waktu
pelaksanaan perjanjian masih sedang berlangsung atau belum berakhir dan PT
United Tractors Semen Gresik berusaha melakukan prestasi dalam pemenuhan

volume penambangan yang telah ditentukan setiap hari.

Apabila terjadi kemungkinan bahwa pelaksanaan perjanjian berakhir tetapi
volume penambangan tidak mencapar target yang telah ditentukan dalam
perjanjian maka PT United Tractors Semen Gresik dapat disebut telah melakukan

suatu wanprestasi.

Faktor /“orce majeure yang terjadi daiam pelaksanaan perjanjian ini tidak
ada pihak yang dibebani tanggung jawab karena terjadi diiuar kekuasaan para
pithak. PT Semen Gresik (Persero) Tbk dan PT United Tractors Semen Gresik

bersepakat untuk berusaha menyclesaikan secara bersama.
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Cara mengatasi dengan memberi peringatan kepada pihak kedua untuk
secepatnya mengatasi hambatan tersebut. Apabila tidak diindahkan peringatan
dari pihak pertama maka dapat diajukan tuntutan kepada pihak kedua.

PT Semen Gresik (Persero) Tbk berhak mengajukan tuntutan untuk
membayar ganti rugi kepada PT United Tractors Semen Gresik atas hambatan
vang ditimbulkan. Apabila hambatan tersebut dapat dibuktikan dengan bukti-bukti
yang kuat dan sah karena menurut pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan bahwa

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu

perikatan, barulah diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai

memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus
diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam
tenggang waktu yang telah dilakukannya.

Tanggung jawab pengangkut untuk mengganti kerugian terbatas hanya
kerugian yang dapat diperkirakan secara layak dan harus merupakan akibat
langsung dari tidak terlaksananya perikatan dari perjanjian pengangkutan.

Penyelesalan tuntuan atas perselisihan tersebut dilakukan dengan cara
damai, musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Pihak kesatu memanggil
pihak kedua untuk melakukan rapat bersama dalam menemukan jalan keluar yang
sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pelaksanaan musyawarah ini dilakukan secara langsung setelah terjadi
perselisihan tersebut sehingga tidak sampai diajukan kepada Pengadilan Negeri.
Meskipun, pada pasal 12 Surat Perjanjian Jasa Penambangan dan Angkutan Batu
Kapur untuk pabrik Tuban antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dan
PT United Tractors Semen Gresik dijelaskan bahwa :

Segala perselisthan yang timbul sehubungan dengan adanya surat

perjanjian diselesaikan secara musyawarah, namun apabila dalam waktu 7

(tujuh) han kerja penyelesaian secara musyawarah tidak menghasilkan

kesepakatan, maka penyelesaiannya diteruskan ke Pengadilan Negeri,

kedua belah pihak memilih kantor Pengadilan Negeri Tuban.

PT Semen Gresik (Persero) Tbk dan PT United Tractors Semen Gresik
berupaya menyelesaikan secara damai, musyawarah. Alasan diselesaikan secara
damai, musyawarah agar tercapai kesepakatan bersama, tidak memgmm} salah

satu pihak. Masalah ini merupakan masalah intern antara induk perusahaan
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dengan anak perusahaan. Oleh karena itu, diupayakan tidak sampai ke Pengadilan
Negeri. Apabila diketahui secara umum maka akan mengakibatkan kredibilitas

PT Semen Gresik ( Persero) Tbk di mata umum akan berkurang.
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai

berikut :

1.

S

Proses pembuatan perjanjian penambangan batu kapur untuk pabrik Tuban
antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dan PT United Tractos Semen Gresik
dilaksanakan secara tertulis dalam bentuk suatu surat perjanjian. Proses
pembuatan surat perjanjian ini meliputi beberapa tahap yaitu :

a. Penulisan naskah awal;

b. Perbaikan naskah;

¢. Penulisan naskah akhir;

d. Penandatanganan.

Pelaksanaan perjanjian antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dan PT United
Tractors Semen Gresik telah dilakukan sesuai dengan surat perjanjian.
Perwujudannya berupa pelaksanaan hak dan kewajiban dalam jangka waktu
11 (sebelas) bulan melalui dua tahap pelaksanaan, vaitu :

a. Tahapan Penambangan

b. Tahapan Pengangkutan

Upaya penyelesaian jika terjadi perselisihan diantara para pihak dapat
diselesaikan dengan cara damai, musyawarah untuk mencapai kata mufakat .
Upaya penyelesaian ini diusahakan tidak sampai ke Pengadilan Negeri. Hasil
Penyelesaian ini bertujuan untuk dapat memuaskan dan tidak merugikan para
pihak.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat

berikan saran kepada PT Semen Gresik (Persero) Tbk adalah:

1. Hendaknya proses pembuatan perjanjian dibuat secara sederhana guna
mempermudah pengetahuan bagi pihak yang ingin mengajukan

permohonan. Hendaknya surat perjanjian dilegalisasi di depan notaris

48
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untuk mendapatkan kekuatan pembuktian apabila terjadi suatu gugatan
dikemudian har.

Hendaknya perusahaan induk meningkatkan lagi pengawasan pelaksanaan
perjanjian agar tidak dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak.
Hendaknya perlu dipertahankan upaya penyelesaian perselisihan dengan
cara damai, musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Masalah ini
merupakan masalah intern. Apabila sampai diajukan ke Pengadilan Negeri

dan diketahui secara umum maka kredibilitas perusahaan akan turun.
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- Lampiran 1
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Il Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
W (0331) 335462 - 330482 Fax 330482

Nomor 1 G%6 /125.1.1/PF.8/ gops Jember, 5 Mapot 2005

Lampiran
J

Perihal - BONMEVLTAST

¥ib. DIKTAT PP, SEMEN GRESIK
{PERSERO) Thk,

Dekan iakaltas | lulkum Wivers.tas Jember bersama ini dengan hormat

1ghadapkan kepads Saudar Suorang mahasiswa ¢

Noaq oy ASATY DININUR RIZKHA IRFANI
NING 0107101010 47
Program :S1 dimuy kv
Alamat Jle Jawa IV HNo, 3 Joembor
Keverhian  Kousultasi (riany Masaluh
" PELAKSANAAN PEUIANJTAH JASA PENAMBANGAN DAN
DAXN ANOKUTAN BATU KAPUR OLEHR PT UNITED TRAC
TORS SILM GAESIK UNTOK PABRIK TUEAN SABANC
PT SEMEMN GRRSIK ( PERSERO ) Thik e
=Cneoungan dengan hal tera “Lalas Karmi mohon bantuan sccultupnya,
Karena hasil duri  bang dia e digunakan unink melengkapi  hahan

penyusunan Sioinsl

Atas bantuan dup keriasama vane hajk kami ucapkan terimakasih.

NIP. 130 808 985 . _

Tembusan Kepada :
¢ Vih Xcoua Bagian Kegury Pocdatay . s
* Yang bersanghutan

o Arsip
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Lampiran 2

v
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Z=\J PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk.

PR.02.02/4004:04.05

05396

Hnor

CPenelitiun

mp.
1l
h Dekan Fakultas Fukum
Universitas Jember
JLKalimantan 37
Jember 0331-330482
J25.1.1 “ PP.9 s 2005 perihal Penelitian,
I. Semen Gresik (Persero) Tbk. dapat
N Q10710101047

Dengan Hormat,
Menumuk surat savdara nomor: 696
dengan i Kkami beritahukan bahwa 17
meneruna mahasiswa sawdara Jurusan o Hukaon
westy Dinnar Rizkhao Irfuni

Untul: melakukan Penelitian di PT Semen Gresik (Persero) TOK. di Tuban dengan

N amoa
hetentuan:
Settap mahasiswa vang melakukan Penelitian harus diikutsertakan asuransi

1
hecelakaaan oleh Fakultas/ institusi ybs. ( menyertakan bukti Asuransi )
2. Penclitian diluksanakan selama 1 (satu) minggu, mulai tanggal 25 sd. 29 April
2005. Mahasiswa termaksud diharap kehadirannya di Gedung DIKLAT PT
Semen Gresik (Persero) Tbk Jalan Veteran, Gresik, pada tanggal 25 April
2005 pukul 08.00 wib membawa pas foto ukuran 3x3 sebanyak 2( dua)
lembar dun Foro copy KTP 2(dua) Lembar. -
3. Selama melakukan Penelitian, mahasiswa / mahasiswi diharap mengenakan
Jas_almamater, fasilitas lain dalam  hal pondokan  dan lain-lain tidak
<o Cmresik, 15 April 2005

disediakan oieh Perusahaan.
Demibian atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih.
An. Direksi

vabag Pendidikan dan Pelatihan,

MEN GRyg),
Drs.Psi.Gaguk Yudiarinto.

T SE
(PERSE

BT S

%

N

Pusat : Gedung Utama Semen Gresik, |., Veteran, Gresik 61122, Telp (031) 3981731.3, Fox. (031) 3983209, 3972264
Graha frania, Lancai X1, Jl. HR Kasuna Said, Kuningan, jakarta 12950, Telp. (021) 52611745, Fax. (021) 5261176 oo memis:

Tuban : Sumberarum, Kecamatan Kerek, Tuban 62356, Telp. (0356) 3250013, Fox. (0356) 322380

dlan
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Lampiran 3

R/51206/007
Edisi 1 Rev : 2 Tl 08-03-2004

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Thk.
DENGAN
FTUNITED TRACTORS SEMEN GRESIK
TENTANG
JASA PENAMBANGAN DAN ANGKUTAN BATU KAPUR
UNTUK PABRIK TUBAN

SP No © 034 /11K 06/4063/01.05
O.P Na ¢ 5000160-02-10202

Pada hari ini, Senin tanggal wjuh belas bulan Januari tahun dua ribu lima ( 17-01-
2005 ), masing-masing yang tersebut dibawah im ~

I Sutriyo Direktur Utama PT Semen Gresik (Persero) Tbk.,
bertempat kedudukan di Gedung Utama Semen Gresik
Lantal 9, Jalan Veteran, Gresik;

Cholil Hasan Direktur PT Semen Gresik (Persero) Tbk., bertempat
kedudukan di Gedung Utama Semien Gresitk Lantan 9, Jalan
Veteran, Gresik,

dalam hal i bersama-sami: bertindak uniuk dan atas nama
T Semen Gresik (Persero) Tbk dan untuk selanjutnya
disebut PIHAK KESATLU,

2 Rizal Suwarns Divektur Lhama PT United Tractor Semen Gresik,
bertempat kedudukan Gt Desa Sumber Arum, Kec. Kerek,
Puban, dalam hal au berundak untuk dan atas nama PT
Umited Tractor Semen Gresik, selanjutnva disebut PIHAK
REDUA.

Bersama-sama telah sepakat untuk mengikatkan divi secara hukum dalam suatu
perjanjian dengan keteatuan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal
bertkut i

Pasal /1
LINGKUP PEKERJAAN

(1} PIHAK KESATU setuju menyerahkan pekerjaan jasa penambangan kepada PIHAK
KEDUA schagaimana PIHAK KEDUA setuju meneiima penyerahan pekerjaan
Jusa Penambangan dan PIHAK KESATU yaitu berupa menggali/menambang dan
mengangkut batu kapur untuk kebutuhan pabrik PIHAK KESATU di ‘Tuban sesuai

‘Q ketentuan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU. t /.

_ - Hals 1 _d:ari BAES
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Penambangan batu kapur sebaguimana tersebut  dalam ayat (1) pasal i
dilaksanakan oleh PIMAK KEDUA di dacrah quary batu kapur milik PIHAK
KESATU di Tuban dan diangkut ke hopper limestone crusher atan ke tempat
penimbunan yang telah ditentukan oleh PHIAK KESATU

Apabila dalam penyerahan batu Kapur ke hopper imestone crusher terdapat
boulder yang berdiameter lebih dari 80 cm dan menycebabkan kebuntuan atau
kemacetan pada mesin crusher. maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk
menguras hopper. Atas kejadian ini PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi
sebesar Rp 50.000 / jam (limapuluh ribu rupiah per jam) per-perbaikan normal
sclama waktu perbaikan mesin crusher, yang akan dipotongkan langsung pada
tagihan jasa penambangan dan angkutan batu kapur.

(3) Dalam penambangan batu kapur PIHAK KEDUA tidak boleh melampaui batas-
batas area penambangan batu kapur yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU sesua
Peta Rencana Penambangan tahun 2005 terlampir yang merupakan kesatuan yang
tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini (LAMPIRAN. 1)

Pasal 2
JANGKA WAKTU

c1) Jangha waktu Perjanjian ini berlaku selama 11 (sebelas) bulan terhitung mulai
tinggal satu bulan Pebruart tahun dua nbu lima (01-02-2005) sampai dengan
tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu lima (31-12-2005)

(2) Jangka waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang atas persetujuan
kedua belah pihak dan akan diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak
kepada pihak lainya sckurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum Surat Perjanjian i

berakhir.
Pasal 3
PERSYARATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
(1) a. Dalam melaksanakan pekerjoan im PIHAK KEDUA diwajibkan menggunakan

b

alat berat dari jenis, kapasitas dan jumlah sesuai pada lampiran Surat Perjanjian
ini (LAMPIRAN 1) dan diatur sedemikian rupa, sehingga dapat menjamin
pencapaian jumlah produksi seperti disebutkan dalam pasal 5 Surat Perjanjian
imn 3
Alat berat tersebut dalam ayat (1) huruf a. pasal ini, baik milik sendiri maupun
milik pihak keuga yang dipaka/disewa oleh PIHAK KEDUA harus memenuhi
persyaratan alat berat dan alat transportasi untuk penambangan serta dilengkapi
operator, perlengkapan keselamatan kerja, dokumen kepemilikan/surat ijin yang
masth berlaku, bahan bakar dan sarana / prasarana pemeliharaan perbaikan agar
peralatan senantiasa dalam keadaan siap dioperasikan

£ /-

Hal : 2 dari-8 7
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(2) Lokasi (Front) penambangan batu kapur di quarry Tuban ditentukan / direncanakan
oleh PIMAK KESATU.
Apabila - dalam - penunjukan /7 pemindaban lokasi (Front) tersebut - diperlukan
pembukaan atau pemadatan jalan cabang baru, maka pekerjoan ini menjadi
tanggung jawab dan kewajiban PIHAK KEDUA

(3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab dan menanggung biaya atas pembuatan dan
perawatan jalan quarry yang telah ditetapkan pada saat kontrak ini ditandatangani
serta melengkapinya dengan rambu-ramby lalu lintas yang diperlukan.

(4) Apabila karena suatu dan lain hal terjadi pemindahan dan atau penambahan quarry,
maka biaya pembuatan jalan akan dibicarakan lebih lanjut.

(5) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan rencana pencegahan timbulnya
dampak terhadap lingkungan seperti yang tercantum pada dokumen

a Analisa Mengenai Dampak  Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan
Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) penambangan
batu kapur dan tanah liat PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Tuban,
Propmnsi Jawa Timur dalam rangka pengembangan pabrik semen Tuban 11 & 111

b~ Surat ljin Penambangan Daerah (SIPD) Batu Kapur No. 545.4/184/1 16/1994,
tanggal 14 Mei 1994

¢ Perencanaan penambangan yang dibuat oleh PIHAK KESATU

serta mengacu pada lampiran Surat Perjanjian ini (LAMPIRAN. 111)

(6) Kegiatan  yang  berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang
diakibatkan oleh kegiatan PIHAK KEDUA diluar vang tercantum pada ayat (5)
pasal i, pengelolannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai
peraturan / perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB KECELAKAAN

Segala resiko, kerugian dan tanggung jawab atas Keamanan, Keselamatan dan
Keschatan Kerja  yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan, baik yang menimpa dan
melibatkan personil maupun peralatan di kedua belah pihak yang disebabkan oleh
kesalahan / kelalaian PIHAK KEDUA seluruhnya menjadi beban dan tanggung jawab
PIHAK KEDUA.

Pagal -5
VOLUME PENAMBANGAN

(1)@ Yang  dimaksud dengan volume penambangan dalam pasal ini adalah jumlah
batu kapur yang dipakai oleh PIHAK KESATU untuk memproduksi terak Pabrik

"

Hal : 3 duri 8
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Tuban 1. Tuban 1 dan Tuban 111 yamg jumlahiny: ditetapkan sctap tahun oleh
PINAK KESATU

b Volume dan jadwal penambangan  dan angkutan  yang  dilaksanakan oleh
PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini sebesar 8.000.000 (delapan juta) ton baty
Kapur dengan kadar air maksimum 13 % (tiga belas persen) : }

¢ Apabila penambangan baty Kapur dengan kadar air melebihi sepert yang

dnentukan  dalam ayat (1) huruf b pasal ini yang dinyatakan oleh PIHAK
KESATU., maka PIHAK KEDUA akan dikenakan -

- P

orongan mutu per ton sebesar

(Kadar air aktual) - 13
------------------------------ X' Biaya pekerjaan / ton

d. Toleransi volume penambangan seperti tersebut pada ayat (1) huruf b pasal ini
disepakati minus 5 9% (hma persen).

) Ketentuan volume dan Jadwal penambangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat
disesuaikan dengan  kondisi peralatan pengolahan baty kapur atas permintaan
PIHAK KESATU dan disetujui pelaksanaannya oleh PIHAK KEDUA. Setiap
perubahan jadwal maupun volume penambangan akan diberitahukan secara tertulis
terlebih  dahulu oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sekurang-
kurangnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pekerjaan.

PIHAK KEDUA menjamin kelancaran pasokan batu kapur untuk mendukung
persediaan minimum  bary Kapur di storuge PIHAK KESATU yaitu sekurang-
Kurangnya 45 000 (empat puluh lima ribu) ton untuk setiap pabrik, atau 135.000

(seratus tiga puluh lima ribu) ton untuk 3 (tiga) pabrik yaitu Pabrik Tuban I, Tuban
I dan Tuban I11.

Pasal 6
CARA PENGHITUNGAN PRODUKSI

Penghitungan hasil produksi batu kapur ditetapkan berdasarkan suatu rumusan yaitu
banyaknya hasil produksi terak (clinker) dikalikan suatu indek batu kapur dengan
memperhitungksn- stock opname hasil produksi terak, ditambah dengan volume
batu kapur yang diminta PIHAK KESATU untuk Keperluan di luar produksi.

1. Indek  batu kapur adalah suaty angka yang menunjukkan banyaknya baty
“pur dalam kondisi berkadar air maksimum 3%, (tigabelas persen) saat
diterima (as received) yang diperlukan untuk menghasilkan | (satu) ton terak.

$A-

Hal : 4 duri 8
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b, Penghitungan hasit produksi terak menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU
dan hasiinya akan ditwangkan dadam Berita Acara Pemakaian batu kapur yang
diandatangani oleh kedua pihak

¢ Reltlangan (losses) batw Rapur dalam proses belum diperbitungkan dan akan
sclalu dimonnor bersama-sama oleh kedua belal pihak yang hastlnya sebuga
dasar untuk menentukan besarnya kehilangan batu kapur selama proses.

Kedua belah pihak akan mengadakan stock opname untuk menetapkan jumlah
produksi teruk pada setiap tanggal 28 (dua puluh delapan) atau sclambat-lambatnya
pada hari terakhir pada bulan yang bersangkutan dan hasilnya akan dituangkan
dalam Berna Acara Stock Opname yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Hasil stock apname seperti tersebut pada ayat (3) pasal ini dan hasil penghitungan
sesuar ayat (1) pasal im dituangkan dalam stock taking dan receiving report (STR
Report). STR Report ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk serta mewakili
masing-masing pihak, serta selanjutnya merupakan kelengkapan penagihan /
pembayaran.

Apabila PIHAK KESATU dalam proses produksinya terpaksa menggunakan batu
kapur yang dipasok pihak lain dan diluar scope PIHAK KEDUA, maka hal ini akan
diperhitungkan dengan volume batu kapur yang harus dibayar kepada PIHAK
KEDUA

Pasal 7
KLAIM VOLUME

Apabila volume batu kapur sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf b dan
ayat (1) huruf d tidak tercapai karena penyebab yang ditimbulkan oleh PIHAK
KEDUA, maka PIHAK KESATU berhak mengajukan klaim kepada PIHAK
KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat bahwa untuk penetapan jumlah volume batu kapur yang
dimaksud pada ayat (1) pasal ini menggunakan ayat (2) pasal 5 perjanjian ini
setelah dilakukan penjumlahan selama jangka waktu perjanjian.

Apabila produks: terak yang dihasilkan oleh PIHAK KESATU berdasarkan jumlah
volume batu kapur sebagaimana diatur di dalam ayat (2) pasal ini dan setelah
dikalikan indek sebagaimana diatur didalam pasal 6 ayat (2) huruf a perjanjian ini
tidak tercapai karena penyebab yang ditimbulkan oleh PIHAK KESATU, maka
PIHAK KEDUA berhak mengajukan klaim kepada PIHAK KESATU yang
didukung dengan data yane disahkan oleh PIHAK KESATU.

Kedua belah pihuk sepakat bahwa cara penghitungan klaim pada ayat (1) dan ayat

(2) pasal ini menggunakan sistem perkalian indek sebagaimana diatur di dalam
pasal € perianjian ini. y, /_

Hal : Sdari 8
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(%) Harga Klaim yang dijukan oleh PIHAK KESATU kepada PHIAK KEDUA dan
atain PIHAK KEDUA kepada PIHAK. KESATU setinggi-tingginya sama dengan
PP (harga pokok produksi).

Pasal 8
BIAYA PEKERJAAN

—

Biaya  pekegaan seperti tersebut dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini adalah
Rp/10.330,- (sepuluhribu tigaratus tigapuluh rupiah) per ton batu kapur
! /

(2) Harga tersebut dimas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 %.

Pasal 9
CARA PEMBAYARAN

Tagihan atas hasil produksi dinjukan olch PIHAK KEDUA kepada PIHAK
KESATU  dilaksanakan scbanyak 2 (dua) tahap pada setiap bulan dengan
menyerabkan surat tagihan / fakwr yang dilengkapi dengan bukti yendukung yang
sub dan surat perhitungan laporan produksi yang telah dikoreksi oleh PIHAK
KESATU dalam hal ini diwakii oleh Kepala Scksi Perencanaan Proses dan
Evaluasi Tuban.

(2) Tagihan atas hasil produksi diajukan sebagai berikut :
a. Tagihan tahap I : untuk jasa penambangan tanggal 1 s.d. 15
b. Tagihan tabap 1 : untuk jasa penambangan tanggal 16 s.d akhi bulan

—
-

Pembayaran biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 8 Surat

Perjanjian oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan sebagai

berikut

. Pembayaran tahap I dilakukan pada minggu ke-3 bulan yang bersangkutan.

b. Pembayaran tahap 1I dilakukan pada minggu ke-1 bulan berikutnya berdasarkan
perhitungan laporan produksi setelah koreksi dan diperhitungkan dengan hasil
pembayaran tahap 1.

Pasal 10
PENGAWASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

(1) Kegiatan pelaksanaan pekerjaan seperti tersebut pada pasal | Surat Perjanjian ini,
disesuatkan dengan kebutuhan PIHAK KESATU ying disetujui PIHAK KEDUA
yaitu antara pukul 07.00 WIB. sampai dengan pukul 23.00 WIB. setiap hari kerja
terkecuali ada kesepakatan lain.

(2) Pekerjaan dimaksud dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini harus dilaksanakan menurut
petunjuk dan ketentuan PIHAK KESATU yang dalam hal ini menetapkan Kepala
Departemen Produksi 1 dan atau Kepala Dinas Perencancan & Pengawasan

| . | - £ A-

.- Hal : 6 duri 8
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Tambang scbagai pejabat-pejubat yang mewakili dan bertinduk sebagal pengawas
pekerjaan

fasal
FORCE MAJEURL

(1) Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan Surat
Perjanjian i, akibat adanya force majeure, maka kedua belah pthak akan
merundingkan masalah  tersebut di atas  termasuk langkah-langkah yang perlu
dikerjakan atau ditempuh
Yang dimaksud force majeure dalam ayat (1) pasal ini adalah termasuk tetapi tidak
terbatas pada :

4. Bencana alam : banjir, gempa bumi, kebakaran, tanah longsor, badai dan huru-
hara yang terjadi di lokasi pengambilan dan penyerahan yang berakibat
langsung dan merupakan gangguan terhadap kelancaran pekerjaan.

b. Adanya kebijaksanaan perundang-undangan dan peraturan Pemerintah Pusat
maupun  Daerah  di bidang  moneter yang menyebabkan  tidak  dapat
dilaksanakannya pasal-pasal dan Surat Perjanjian ini

(2) Apabila terjadi keadaan atau hal-hal sebagaimanz dimaksud dalam ayat (1) huruf a
dan huruf b pasal ini maka PIHAK KEDUA diwajibkan melaporkan secara tertulis
kepada PIHAK KESATU dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak
timbulnya force majeure dan PIHAK KESATU diwajibkan memberi jawaban
tertuhs kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak
diterimanya laporan dari PTHAK KEDUA.,

(3) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaporkan sebagaimana disyaratkan dalam ayat
(2) pasal ini, maka PIHAK KESATU menganggap bahwa tidak pernah timbul force
majeure dan demikian pula apabila PIHAK KESATU tidak memberi jawaban
schagaimana  disyaratkan  dalam ayat (2) pasal ini, maka PIHAK KEDUA
menganggap bahwa PIHAK KESATU dapat menyetujui laporan PIHAK KEDUA

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul schubungan dengan adanya Surat Perjanjian

mi, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah, namun demikian apabila

dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja penyelesaian secara musyawarah tidak menghasilkan

kesepakatan, maka penyelesaiannya diteruskan ke Pengadilan Negeri. Untuk ini kedua
als dval: mpnmhih I, - P ! T,

belah pihak memilih Kantor Pengadilan Negeri Tuban. (,/

Hal: TS
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Pasal 13
LAIN-LAIN DAN PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur sehubungan dengan Surat Perjanjian
ini. aban dibicarakan kemudian secara musyawarah dan mulakat oleh kedua belah
pihak . lalu dituvangkan dalam suatu addendum

(2) Surat Perjanjian ini aslinya dibuat dalam rangkap dua masing-masing bermeteral

cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dipegang oleh masing-
masing pihak )

Surat Perjanjian ini ditandatangani di Gresik, pada hari Senin tanggal tujuh belas bulan
Januari tahun dua ribu lima (17-01-2005).

PHTAK KESATU PIHAK KEDUA

‘,_,I-/“";?f/’;érz*r %EMEN GR
2 ASE T =3

(PEASERO)

PT. United Tractors Samen Grasin

) . Gedbik,. .
Satriyo e holil Hasan [‘F Rizal Suwarno

Hal : 8 duri 8


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

T s egie] wibad Y owag seug ] awng ) |

5002 =fevA NivE ONvEMAYLE vhizON3Y Yida

MLl SASSada WSSl MINES 14 .ﬂ &

R YV
BRI B S S oy

Slegiel g 4 seag €u e |
Sheqhe[ 3BT 16T WG] |

Butiue) g SEug wig] EUEBQ) |
'
v

ey

H

i

A =

= l.‘u...l.uﬂ..w.,.i,l.d, (o ) W N e s e .
5 SR Q7 P /N rol UFRAL AL

! ,ﬁ ,...Jmf \.... '~ "o P
\M”w\\.../ o ..\.\\frfh....nV—m s...“.h / .rf..s.. ,ft,
.\.ﬂ,...\.. = .,N/....\V ¢ !\..,v,... .._.?;...

e A

™

i

o
] 1
! i
; !
\ H
] i
: i
¥ i
| |
T..__,..,...f“
: i
" i
! |
|

|

i


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

SP Mo.034/HK.0O/4003/01 .05

‘ LAMPINAY 17

Tanggal 17-01-2
KESEPAKATAN PENGGUNAAN ALAT TAMBANG PT. UNITED TRACTOR SEMEN GRESIK DAN
PT. SEMEN GRESIK (PERSERO)Tbk. TAHUN 2005

ALAT MUAT JUMLAH BLOK
ALAT ANGKUT (UNIT KET
KUARI (RASIO) ( ) TAMBANG ETERANGAN
ETERL T A Y ) GRPER ©  RPT e D TY TTIER . s
TANAH LIAT 6 30 2 per shift
ALAT PENUNJANG JUMLAH UNIT KETERANGAN Penjelasan :
rRipperbiozey AR T 8 @!m%._.mf:] —me 1) Rasio slat muat adslah angka produktivitas
Dozer o LR pershit || alat dengan ketentuan sebagai berikut :
(Grader 3 per shift A PEFSD FPCES0 ... ... .cssteee =2
YWy o an R o AT T b. PC350, PC400, PC450....... = .5
LoaderWAS00 | 3 pershitper2tine B0 it TR T 34
BorF7 | a4  pershit |l d rasio 1 =50 nt/shift (limestons)
Bor ROC 2 per shift 2) Alat angkut adalah dump truck 20 ton
e e e W IR VY SRR T R L
Rock mnmmmmﬁ — e Al i e ..|2I.bl e — mmﬁm{ﬂ_m e e ——J13) Jam operasi 1 shift = m\mg
Pompa {4  |d4jam musimhuan (l4) Jumlah alat produksi adseiah jumist
Water Truck 4 per shift pendekatan dan depat berubah sesusi
N s R | [ R N T SRR 1 T R T | R kebutuhan produksi crusher dan kualitas g '2
ANFOMixer | 2 fshitl ___ __ _|ls) Alat yang tercantum adslah alat siap oper: si
mm:u\m@mﬁ!o.ﬂ.:l.-.-l.[: h W . Y .U@Hm:_x Y || dan tidak termasuk spare unit |
Tower Lamp 2 shift 2 & 3 Tttt T S Y

Tuban, 17 Januari moom

PT. United ﬂmnﬁoﬂ Semen G mama _dm_x {Persero)Tbk
tw :mrw_
g 5 PT nmzmz QE SI

7. United ﬂe« 3t PR

r ..... A memmmov ,:.r
Ir. Rizal Soewarno Ir. Mohamad Ramli \

Direktur Utama :“ Uom_ Kadin FPerenc &Pengaw. Tambang
\\

~
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KESEPAKATAN BERSAME ANTAR: PT SFEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk DAN PT
UNITED TRACTOR SEMEN GRESIK (UTSG) MENGENAI PELAKSANAAY KONTRALK
JASA PENAMBANGAN DAN ANGKUTAN BaTU KAPUR DAN TANAH LIAT UNTUK
PABRIK TUBAN TAHUN 2005 MENGENAT

& 5 PENJELASAN PP‘“PL 3 ARYAT § YANG DIMAKSUD SEBAGAI BERIKUT
Jite .NL.H-',-: BMEAT  UNTGK  MENTIMPAN BAN-BEARH  BEKAS, MINVAK

BATTERRY - BERAS, BESI-BES] BEKAS  DAN
! BAGI LIHGKUNGAN SERTA DIKELOLA DENGAN BAIK. .
V1% Mrwuu TEMPAT FENIMEUNAN  BAHAN  BAKAR  SOLAR  DAH
DIPASTIKAN  YELAH  MCMENUMI PERSYARATAN  LINGKUNGAN  DAN
DIKELOLZ DEMGAMN BATK.
SAMFAR LOGAM DEN NON LOGAM DALAM FEMBUANGANNYA DIPISAHKLN
DAN DLEELOLA DENGAN BALE.
WORAST FARKIR ALAT BERAT DAN ALAT TRARSFORT DIKELOLA DENGIN
SAIK DAN DIFASTIKAN TIDAK MENGGANGSU LIHGKUNGAN.
FEMEAT  TENCUCTAN ALAT BERAT DAN ALAYT TRANSPORT DILENGHARI
OENGAN SALURAN DAN EAK PENAMVUNG AlR, SOLAR DAN OLI SEBELUM
{BUANG KE SALURAN UMUM.

SENAS BAHAN PELEDAY DIELCTIKRN DIMUSHAHEAN DrNGAN

P EMRSAN
?"}‘
_‘.-u.I PELAKSANAAN FENCHMPURAN BAHAN PFELEDAK TELAH DIPASTIKAN
AMAN BAGI MANUSIA DAN LINGKUMNGA!N.
YENYIMPANAN DAN PENIMBUNAN BAHAN FELEDAK HARUS MEMENUMN1
KETENTUAN KETENTUAN PERATURAN YANG BE RLAKU.
SELALU MENGKOMUNIKASIKAN KE SELURUH PEGAWAI UNTUK PEDULI
PADA KESELAMATAN DAN KESEHATAN rERJ;ﬂ (K3) DAN LINGKUNGAN.
L. !‘.::"‘F""f‘hi‘}"‘h PENARNAMAN PCOHON PENAMGKAL DEBU DI SEPANJRNG
1’1,-\1‘! TAMBANG DAN PADA JENJENG FIN.b_L WALL.
13\ MEMELIHARL Jr.LnI- TAMBANG DAN POHON YANG DITANAM.

. PENJELASAN PASAL 3 AYAT 6 YANG DIMAKSUD SEBAGAI BERIKUT

- TERCECERNYA MATERIAL AKIBAT TRANSPORTASI DI LOKASI PABRIK
DAN SEKITARMYA.
EMIST DEBU YANG DIAKIBATEAN OLEH KEGIATAN PENRMBANGAN .
GETARAN DAN KEBISINGAN AKIBAT FELEDAKAN DAN OPERASI ALAT -
ALAT BERAT DAMN ALAT - ALAT TRAMSPOKT.

3. DAMEAK NEGATIF AKIBAT PENAMBANGAM TANG TIDAK SESUAI DENGAN
RENCINA PENAMBANGAN PT SEMEN GRESIK (FERSERQ) Thbk.
AFASILA TERJADI DEMO, KECELAKAAN DAN KEMATIAN DARI
MAEVARBKAT SEKTTAR WILAYAH PENAMBANGAN, HAKA
PENYELESREIANNYA MENJADI TANGSUNS JAWAR BERSAMA.

TUBAN, 17 JRNUARI A0S
DISEPAKATLI OLEH KEDUAZEELAH PIHAK

2 ")
IN GRESTIga: BT SEMEN ,:RESIK (PERSERO) Thk.

FTOUMSTED TRAC
/g 3'.{-/ G'L"ﬂ
"&‘ PT. United Trac* " Tresia 5

lr. RIZAL SUWARNG PT SEME quqlglohamad Raml j
NTREETUR 1ITAMA (PERSERE RS . KADIN P & P TAMBANG
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TR —
PT_UNITED rnr.uq_n sp.n N GRESIK CV. SAMUDRA LANGGENG :
Lepada P SEMEN GRESIK (Persero) NO : . 8K /87 [0Y.0F
Mo Polist Truck B -.,)-'Af;"r,‘/sf‘, e AR S
Harapeditenngy dengan bsuk barang-barang tersebut cibawah ini @
[ ri,m_r}?{-il}(rmm.  BANYAKNYA BERAT BARANG
I
| 5 L L+ Kg.
|  Baban Baku 1 (satu) , -
| : arra - .. 13,500 ;
Batu sapur [Rit D' L A0 Kg. ()
Netto ¢ 22640 .......................... Kg

e e === O -

Tt PelUG &8 pye , Tuban,

I/: U}}'” f Moo o TRLY Jas %
————— i s
K"/‘\ Pliseqnn . -

b e P] ‘.‘;i‘.?’i G

( ¢ [ b, :\7’1 i © ((eendenayt
v Ol
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PT. SEMEN GRESIK (PERSEROQ) Thk.

BERITA ACARA PENERIMAAN
BATU KAPUR & TANAH LIAY SENDIRI
Nomor : 008 / BA / 3007 / 04.2005

Pada hariini Senin tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu lea, yang
bertanda tangan dibawah ini : :

L
Zs

Ir. Suharjoso Basuld, Kepala Departemen Produksl I s
Ir. Rizal Suwarno, Direldtur Utama PT. United Tractors Semen
Gresik

menyatakan bahwa telah menerima / menyatakan Batu Kapur & Tanah Llat Sendirl
yang dipakal untuk produks| terak dan untuk semen Paorik Tuban tanggal 01 s/d 15

Ap 2005 adalah sebagai berikut ;
rabrik E | I
B i}x' f\":g ;‘l'_,fll: | I' '
’ ; : y ubey | [uban | ubdn ’ _0 2
: ] lsban 1l [ i o)
i S N | on
i
l
I Buty Kapur Sendir 137.871,090Y  136.902,52 v 137.321,83|  414.095,44|/
' | i
2. B Kapur untuk Seman { i | I
01 - 15 Pab 2005 294,25 4.280,35, 2.454,34] 9.030,94
| 16 =28 Fab 2005 56,00 6.098 051 2.838,06 8.992,11
01 = 15 Marat 2005 845.29! 5.200,76! 5.165,94 11.211,99
} | SR
| | | . bt Y T
3. Tanah liat Sendir 10.524,22) ¥.864,93| 9.78%,97| 20.372,12
| ‘ ! ! |
i gt dhait-ant - ‘_,_ i l I |

datu Kapur sasuai
'L, Sendiri sesuai

: OP No. 5000160 02 10202
: OP No. 5000161 02 10202

Tgl. 1 Pabruarl 2005
Tgl. 1 Pebruari 2005

Jemikian Bernita Acara i dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagaitana mestinya.

- ;.‘IH"( Ve . TUbdﬂ 18 /\pl’l] 2005
0nr | H 3 - * - i Troet
Freney rf“f-‘tor'i:;SL:f (nen;Gresik mﬁ?;r—é‘:emen Gresik ( Persero ) Tbk.
4o PT. United Fractors Samon Geasik =3 7‘ J‘ e
Pl Grusik i (_/--— L,l‘__-\,\_-_.
PT SEMFN GRESII(
- PERSERQ) Tblk.
ir Rizel Suwarno : 5 1 so B:
Direklur Ulama Ka. Deparlemen Produksi I
= oLl
Laoter faaat 7 LYo T I L) DL gr T e P ”J',_J 1 ~.-, _F, % -l:i-l_‘ SRV, 1236 == r.--:, ""“] o == < ‘:—.(
P a0k Luasan LA T AN, Paca wia ”.’ :l_"‘ s ";, "."“-"“ b Fas .'-l'J.] 157180 “)‘ { \/ / L'(. "u‘,.l .-’
BRI R Latfihd Ut Fsarkadts, A KIS, ol (HRE AT, Dar el e L] L u: = J l
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T. SEMEN GRESIK (PERSERO)TDk.
EKST PERENC. & EVALUASI PROSES

PERHITUNGAN PEMAKAIAN BATU KAPUR DAN TANAH LIAT
Periode : 01 - 15 April 2005

-Dalam ( Ton)

H PEMAKAIAN Tuban 1 Tuban 2 Tuban 3 Total
RODUKSI TERAK § 5 107.518,42 100.782,90 102.060,33 310,361,65
ATU KAPUR _
atu Kapur untuk Terak : 139.773:95 131.017,77 132.678,43 403.470,15
alu Kapur untuk Semen 97.14 5.884,75 4.643,40 10.625,29
staKepurtalndatn - 00" 0,00 0,00 0,00 0,00
otal Batu Kapur PTSG 139.871,09|v  136.902,52| v 137.321,83| ¥  414.095,44 /
peKapurell . ol AV ¢ 0,00 0,00 0,00 0,00
oﬁ:il_l-"emakman Batu Kapur | 139.87109] 136.902,52 137.321,83 414.095 44
ANAH LIAT AR, %
anah Liat untuk Te mk st £ W SR 10.524,22 9.864,93 9.989,97 30.379,12
anah Liat lain-lain % | Y W 0,00 0,00 0,00
otal Tanah Liat PI‘“C 10.524,22 5.864,93 9.989,97 30.379,12;
pnphbiallsl - . . 8 21.731,31 20.369,94 20.628,13 62.729,38
olal Peimakalan Tanah Liat 323 25&:’_" 30.234,87 30.618,10 93.108, 50!
OLOMIT untuk R.MILL 0,00 0,00 0,00 0,00/
RASS untuk R.MILL 0,00 0,00 0,00 0,00
TOK TERAK 53.608,17 55.929,63 38.136,48 147.675,28
TOK UMPAN 31.457,00 22.431,00 26.368,00 80.256,00

Tuban , 18 April 2005
2ksi Operasi Crusher Y Seksi Perenc, & Evaluasl Proses

anfo, 4T Rut
epaia £ Kepala
Ly :
4 /
Mengg stahui,
ag7 Operfisul

o SEMEN GR@»/Q(’ &5

(PERSERO) Tble. 3 3\

ir. Mohamad Ramii |
Kepala _.l



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran 7

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

PERATURAN DAERAH KARUPATEN TURAN
NOMOR 23 TAHUN 2001

TENTANG

IJIN USAHA PERTAMBANGAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C

LENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN

brtiwa dengan telah ditelapkan Nzraluran Daerah Kabupaten Tuban
Momor 20 Tahup 2001 tenlang Jeniz Pajak Daerah dar‘ Retnbusi
Daerah, maka Usaha Perlambangan Bahan Calian Calongan C

K PP 1 Jo e 1
HCTITIET 5

merupakan Jenis Relribusi Cacrah
b bahwa untuk memunqul retribusi sebagaimana dimaksud pada husuf o,
periu diatur dengan Peraturan Daerah

fengingat . 1 Undang-undang Nemor 12 Tahun 1650 tentang Pembenluicen Daaran-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita

Magara Tohun 1950 Nomar 41),

Undang-undang Nomar 11 Tahun 1367 tentang Ketenluan Fokok fpakol

Fertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomar 60, Tambahan

Lambaran Neyara Nomcr 2821);

3. Undang-undang Nomor & Tahun 1981 tentang I-{ukum Acara Fidsna
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Megara
Nomor 3209); )

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1897 diubah Nomor 34 Tahun 2000

lenlang Pajak Daerah dan Relribusi Daerah {Lembaran MNegara Tahun

2000 Nomer 246, Tambahan Lembaran Negara Nemor 4048);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 lenlarng Pengelalaan Lingkugan

rHidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor G0, Tambahen Lembaran

Megara homor 3699;; .

D

(&2
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Undaug-undany bomor 27 T 1099 (enlany Permetinlaliun Daeral

(Lembaran Negara Talun 1999 1. acr 60, Tambahan Lembaran Negjara

Plamor 3639 ),

Peraluran Pemennlah Nomor 3 Taiun 1964 tenlang Pelaksanaan

Undzng-undang Nomor 11 Tatwen 196/ lentang Kelenlusn-ketentuan

Pokok Pertambangar (Lembaran Hogara lahun 1969 Nomor €0,
.l amtahan Lembaran Negam Jomor 2916);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggslongan
Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Momor 47, Tambahan
Lombzran Megara Momaor 317 4)

Percluian Pemerinlah Fomor 27 Tahun 1083 lenlang Pelatsanaan
Unicbang-undang Nomict & Talion 1281 tent: anyg Hukum Acaiy Fidsiid
(Lemiretean biogara Talum 1933 Nomor 6 Tambalin | e Nagzg
MlGenar 3758

Peaitienn Pemoant % Momo: 2 Tahon 2000 leniang Kewenangao
Poamanmtah dean Havenangan Propine) Sebaga Dearah Ofonom {Lem-
b Mepara Tahun 2000 NMemor 54 Tambaaan | embagen Nagars
Nomar $45¢2);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 7001 tentang Retribusi Dacrah
(Lembaran Megara Tohun XK1 Nemor 119, Tambahan  Lembaran
HNegara Monor 4139);

Mepulusan Presiden ivomor 44 Tahun 1959 teniang Tehnik Penyusunun
Faluan Peundang-undangan  dan Renluk Rarcangan Undang-
urtdittieg, Rewczorn Pergbnao Pomeniatah dan R aciagan Feputugyn
Cleniden )

Ko Meanlan Mecga Lingkoagan Hichr Nomaor Kep- 1 2/MENI M3
At denlanng Uy Fengewiasn |uigkangar dan Upaya Pemaalauan
Linggivinga.s, 8

i r,..i it Meatei Negas Linghangon Hidis Nomor Hep- 14MENLHY
A0 nieag Pecoman U Moapusunon Analiois Darnpak Lingkung-
af;

Kepuiusan omter Dakwn Hegari Nomor 26 Tnhun 1594 {entang
Facoman ilsatra Pedambanagan Fahan Galian uolongan C;

Sural Kepulysan Manteri Energi dan Sumber Oayz Mineral Nomor
1453 f?';‘.'h.’f;.‘di,?ﬂﬂf.) benlang Pedoman Penyclenggaraan Tugas

)
{ s A ¥ » - " .
Damaqndaihan o Didina »Jmi.-m.hnnf;mq Henom:
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I7. Peraluran Daeral Kabupalen Tuban Nomor 1 Talun 1996 divied;
Momar 9 Talun 2000 lentary Pajak Pengambilan dan Panguiz iat
Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Talwn
2000 Seri A Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daarah Tingkat Il Tuban Nomor 35 Tahiin
1988 tenlang Penyidik Pegawai Negeri Sipil i Lingkungan Pemseiintah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Tuban {Lembaran Daerah Kabupaié:
Daerah Tingkat Il Tuban Tahun 1266, Seri C Nomor 3);

13, Peraluran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2001 teritang
"fembentukan Dinas-dinas Kabupaten Tuban;

20 Peraluran Dacrah Kabupalten Tuban Nomor 20 Tahun 2001 lentang
Majak Daeral dan Retibusi Daerah.

Dengan Perselufuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DACRAN KABUPATENR TUDAN

MEMUTUSIKAN
Ianstapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TENTANG [JIN USAHA
PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DAD |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Datam Feraturan Daerah i yang dimaksud dengan -

" a. Daerah adalah Kabupalen Tuban;

b Pemenntah Dasrah adalah Pemenntan Kabupaten Tuban:

s, Bupali adalah Bupali Tuban,

d. Dinas Pertambangan adaiah Dinas Pertambangan Kabupalen Tuban;

¢. Badan, adaloh sclumpulon orong dan/ atou modal yang marupakan kesatuen baik yong
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang melipuli perseroan leibee,
porseroan korandiler, perseroan lainnya , Badan Usaha Milik Negara a'!au Daerah dengan

-~ nama dalam benluk apapun, irma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
arganisast massé,-organi‘sasi sasial b&iiiik alau 6rgani$asi yang sejenis, lemhaga, bentuk

uszha lotap dan bontuk usaha lairnyz, |
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f.

m.

481

Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian golongan yang bukan elrategis dan bi.kan
vif;.l alou bahan galian € sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ Undang-
undang Nomor 11 Tahun 1967 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980:
Usaha Pertambengan Bahan Galian Golongan G adalah segala kegiatan usaha pertam-
bangan geolongan C yang melipull eksplorasi, eksplolas:, pengoiahan/pemurnian, peng-
angkulan dan penjualan,

ljin Pertambangaa Daerah adalah ijin atau kuasa pertambangan untuk melakukan semua
atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C, '
Surat liin Pertambangan Daerah selanjulnya disebut S$!PD adalah Kuase Pertambangan
yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan semua atau
sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C;

Porfembangan Raloyal, ndalah suatu usaha dibidang parfambongan bahan galian golongan
G yang dilukukan oleh ralyat (sekelompol masyaralat) seleinpai secara lkecil lociian alau
secara qolong-royong dengan menagunakan alat sederhana yang semala-mata untuk
penghidupan sehari-han,

Ckaploras, adalah vswha penyehdikan geolog partambangan unluk menaizpkan leih
(clilifseloama adanya dan sifat lelakan bahan galian,

Eksploitasi, adalah usaha pertambangan cngan maksud untuk menghasilkan bahan galian
duan memanlaallkaiya,

Pongolahan dan atau Pemurman, adalah pekeraan untik memperlingqr mut dan i
tambahan bahan galian qolongan C dalam memanfaatkan dan memperoleh unsur-nsur
yang terdapal pada galian il

Relklamani adalah ashap  pekerasn yang berupuan memperbaik, mengerbalikan
kemanfaalan alai meninghalkan daya guna lahan yang  dialdbatkan oleh udang
pertarnbangan;

Wilayah Polambiatigens, adalal witayalr yaliy hletapkan perneinlah sebagal wilayali yay
layark can prociukil vk dilaenbeig,

Wilayah Usaha Tambang. adaldh wilayah tambang vang lelah ditetapkan dalam Sural ljin

Parlambangan Daerzh.
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BAB Il
JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN
Pasal 2
Jerss bahan galian yang dialur ijin perlambzngannya adalah Sahan Galian Golongzn €

sebagaimana tercanium dalem Lampiran Peraturan Daerzh ini.

BAB I
KETENTUAN PERIJINAN

Fasal 3

(1) Seliap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan G o Daerah diwajibkan mamitiki i
usaha darn Supati;

(2) Usaha Perambangan bahan gaiian golongen & yang dimaksud pada ayal (1) melipuli
kegialan

Eksplorasi;

b. Eksplotas:

¢. Pengolahon dan atau pemurnia:

L

Fagal 4

ljin sebagaimana dimaleid dalam Pasal 3 dapa! diberikan kepada -

a. Hadan Usaha Milik Negara,

b. Badan Usaha Milik Daerah:

r. Koperasi;

. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesual dengan peraturan perundang uncangan dan
bergerak dibidaig pertambanaan:

[erorangan yany bernewarganegaraan Indonasia dan bertempat tinggal di Indonesia

denigain wenguianmiaican mieeka yang add o daerd gl tendapalieys Saban Gadian

@

Golongan (:
f. Perusahaan yang modalnya bsrasai dari hasil kerjasama anfara B8adan Usaha dan

Priorangan setrguimenx lacanlom pada benala, b g, d dan e,

g. Perlambangan rakyal yang ada di Daer:h,
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Pasai 5

(1) liin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayal (1) diberikan dalam bentuk Sural liin
Pertambangan Daerah (SIPD):;

r o .- A ~ . - ¢

(7) Sural {jin Pertambangan Naerah (SIPD) diberikan unfuk usahs eksplorasi, eksploifaai
pengolahan dan atay pemurnian;

(3) SIPD sebagaimana dimaksud pada avat (1) memuat persyaratan dan kewajiban yang harus
dipenuhi oleh Pemegang Sural Lin Pertambangan Naerah (SIPD),

(4) Tidak dipenuhinya persyatalan dan kewajiban yang lermuat dalui Surat ljin Pertambangan

Daerah dapal mengakibatkan dicabutnya Surat ljin Pertambangan Daerah.

Pagsal 6

Permohonan SIPD diajukan secara lertulis kepada Bupali dengan dilampui

a. Pernyalaan pemilik/penguasaan alas lanah areal yang bersanghutar,

b. Peta wiayah pertambangan serta peta kretek Desa skala 1 : 10.000:

¢. fencana kerja penambangan;

d. Pernyalaan fenaga ahli cisertai folocopy KTP, Daftar Riwayal Hichm, faloseny ijasah
lerakhir dari y2ng bersangkutan:

. Folocopy akte notans pendirian badan usaha yang apabila salah satu maksud dan
lujuannya, menyehutkan bargerak dihidang perfambangan (hagi Badan Liasha);

Pela awal yang memual siluasi (olografi skala {1000 unluk luas kurany 50 Ha, skala
1:10.000 untuk luas lebih dar 50 Ha:

. Dokumen UKL dan UrL:
Iomaor rdik Wayib Paink (MPWP) nntik Radan [ Jeaha

Sural pernyataan sanqgoup meiaksanakan rekl-amas
Pasal 7

Scliap SIPD eksplorasi dan alau shsploitasi hasya dibeikan uniuk 1 fenis Bahan Galian

—

Golongan C;
) Khusus SIPD cksploras scbagair‘nana dimaksud peda ayal (1) hanya dapot diberikan
kepada Perorangan, Badan U..h> Milik Negara/Daerah, Dadan Hukum dan Koperas!,
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Pasal §

(1) Lu,‘\ vilayah yang dapal diberikan untuk 1 (salu) SIPD makeimal 10 (sepuluh) heklar;

(2) Untuk perorangan dan perlambangan rakv/al hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPQ
secangkan unluk Badan Hukum dan atau Kaperasi dapal diberikan inaksimal & (lima) S0

(3) Tethadap Usalia Perlaimbangan Balian Gl yany sejens dalam 1 (salu) lokasi sampi
dangan luas 50 (lima puluh) heklar yang dilakukan oleh Badan Hukum dan atau iKoperasi
dapal dibenkan datam 1 (salu) SIPD:

(4) Seliap usaha perlambangan vang luasiyea kit dan 50 (ima puiut) heklar harus metalui
kaqatan eksplorasi,

{5) Pemegany SIPD dapal mengurang. witayah perfambangannya dengan mengembalikan

sebagian alau bagian-bagian teden'u darn wilayal: dimaksud dengan perselujuan Bupali
Pagal €

(1) SIPD eksplorasi diberian selama-lamanya 1 (satu) tahun dan Japat diperpanjang sek.ma 1
(sl Lahan,

(2) SIPD taksp[oii.‘-m dbenkan selamulamanya 5 (na) lahun dan dapat dipsipanjaig
,,,,,,, | 2 kali dan sciap kall papaniangan dalarn jangha waktu 3 (tiga) tabun;

[3) AP Pangnlakan dan alan perurnian diberkan untik jangka waklif selama nsaha masih

beralen, dengan kelenluan seliap Jliga) tahun sekali daltar ulang.
Pasal 10

(1) Permahonan parpanjangan SIPO sebagaimana dimaksud dzlam Pasal 9 diajukan kepaca
Bunali selombal lambatnya 3 (liga) bulan cebelum berakhirnya SIPD,

(2) Tata cara pengajuan permohonan pemanjangan SIPD dan syaral-syarat yang haiug
dipan'thi pemohon diafur l2hih lanjul 2leh Bupat

Pasal 11

SIPD tdalk berlaku karene

a Masa berlahunya SiFD lelali berakhir den tidak Jdiperpanjang,

b, Dikembalikan oleh amegeng win sendin;
¢ Melanggar kelentuan perafuran permdang-undanqan vang berlaku Uagl usaha

= porlambangan Bahon Gabian Golongan C,

= v = - mlne
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d. Pemegang SIPD tidak memenuhi kewajibun dan kelentuan yang tercantum dalam SIPD:

e. Pemegang SIPD fidak melaksanakan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan ©
dalam jangka waklu 1 (salu) fahun selelah diterbilkan SIPD atau selama 2 (dua) tahun
menghenlikan usaha p&riambangzm Bahan Galian Golongan C lanp:a memberikan alasan-
alasan yang dapat dipertanggungjawablar

f. Ditntalkan sebagian atau seluruhnya oleh Bupati karena alasan -

1. Untuk kepenlingan negara;
2. Untulc kepentingan umum dan kelestazian inghkungan’
3. Tidak memaluhimengindz: nkan pelunjuk yang diberikan olsh insl.ansi yang berwenang;

}_-'\r=-71i-c.;:i'|{; SIPD o ga dumia, bagr peer sl A peromngan
Pasal 12

(1) Pemegaryg yin dapal menyverahikan hembeal SliD teruchul dengan pomnyataan leruts

kepeda Bupal deagan disertan alasan yarg cuiup lonl: ang scbab pongembailan SIFD:
{2) Pengembalian BID divyaiakan saly seiclan fenegany D40 menyelzsaikan hawajitan-

Keyvaanbannva
Pasal 12
Kepada pemeyang SIPD yany dalam melakuban vsaba per lambangan mandapatkan
. : ) ) ST e WY R
Ueritaaty gaitény Lt yenny el Dersanisen o endapan diditam lokis: SIPD, ditwerikean

proatas pedama aaldomemperoleh i parsambangan afas babim gaban lecsebul
Pasal 14

(1) Pemegang SIPL Betlenggungiawal lerhadap segala kerusakan yang diakibatkan dan
usaher perliaangumaya baik dalam hignug wiliyal) kuasa perlambangannya maupun di
luar, baik dilakukan cacyra seagaia alan fiday,

(2) Kerugian yang dianibatan 2 {gua) atau ket pemagany 5190, dbobankan kepada mereka
cecara musyawarah; |

(1) Pemegang SIP0 telap barlanggungiawab tarhadap coqala tunggakan pembayacan pajak
besenta denda yaig ada walausun jangha wahlu “‘I "0 telah beranhir.

~iig
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BAB IV
KETENTUAN RETRIBUSH

Pasal 15

(1) Satiap pembearian iiin dan perpaniangan ijin pariambangan Daerah (SIPD), dikanakan
relrbusi;
(2) Besainya relibusi sebagaimans dimahsud pade ayat (1) usuk semud jenis galian golongan
C ditelapkan sebagai berikut :
a. Alas pemberian ijin eksplorasi sebesar Rp 500.020,- (lima relus ribu rupiah) seliap
heklar;
b. Alas pemberian ijin eksploilasi
1. Luas wilayoh campai aengan 2 (aua) heklar, sebesar Rp 25C.000, (cua ratug lima
puluh ribu rupiah) seliap heklar;

giatas Z ha. Sarnpai denjan 5 ha sebesar Rp. 500.000, -/par hekiar;

RO

J. diatas 5 ha. Sampai denzan 10 ha sebesar Rp. 1.000.000,-/per heldar;
4. ciatas 10 ha. Sampai dengan 20 ha sebesar Rp. 1.500.000 -per hektar;
5. diatas 20 ha Sampai dengan 30 ha sehasar Rp 2 000 000, fper heldar;

diztas 30 ha. Sampai dengan 40 ha sebesar Kp. 2.500.000,-fver hektar;

-~ (o

dialas 40 ha. Sampai dengan 50 ha sebesar Rp 3 000 0K, -per neklar,
8. diatas 50 ha. sabiesar Rp. 3.500.00J -fper hektar;
¢ Mas pemberian ijin pengolahan dan atau pomuinian  dikenakan relribusi  sebesar
Rp 1.000.000 - (satu juta rupiah) dan uniuk daftar ulang sebssar Ro. 00 000,- (lima
[atus iy fuAan)
Pasal 16
Hasil pungultan relibust sebagamana dimahksud dalam Fasal 19 disalor ke Kas Dastel

dalam waktu | X 24 jam oleh Bendaharawan Khusus Penerima

BAB V
INSTANSI PENGELOLA
' Pasal 17

Manuinjik Ninas Purlamhanqrm nalik mengalnla dan  mamprases iiin 1eaha

parlambangan serla melakeanakan p2ndataan, cenetacan dan pemungutan reiribusidjin usaha -

pertamtangan Bakan Gaban Golongen © _ . Fgs
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BAB VI
REKLAMAS] DAERAH BEKAS TAMBANG
Pasal 18

(1) Untuk mencegah teradinya kerusakan hngkungan akibat usaha perlambangan, setiap
pungusaha perlambangan wapib meliakukan slud ingkungan;

() Studi ingkungan dunaksud gada ayal (1) wayb dilakukan oleh pengelola pertambangan
yang akan afaupun yanq sudah melakukan kegiatan usaha partambangan.

PPasal 19

(1) Selain kewajiban melskokan studi lingkungan acbagaimana dimaksud dalam Pasal 18

e

celiap pamegang SIPD yang raelakukan kegiaten pertambangan diveajibkan melakukan
pemcliharaan “angkungon di arcal yang ditambang sepk fahap pra penarabangan
(persiapan), penambangan alau (produksi) sampai lahap paska penambangannya serta
membual pata awanl (lepegrafi) dan batas-balas iemgal usahanya sebagai hahan penataai
wilayah pertambangan,

Z) Sebeium memulal kegialaniya, pemegang SIFD diwajibkan membual rencana reklamasi

sehaqai bagian dari rencana penambangan dengan mengacu pada rencana tala ruang

—
U

vang berlaku serta menaruh uang jaminan [tekiamasi pada Bank yang ditunjuk oleh Bupzt,

() Desarnya Lang jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tala cara

——

penggunaaniya dalur lebih lanjul oleh Bupal,
4} Rincian rercana reklamasi sebaghirnana dimaksud pada ayal (2) dituangkan dalam

lencana Nengalnlaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Memanlavan Lingkungan (RML)

—

yang anlara fain meipui

a  Pengguraan langh sebelum adanys perumbangan,

b. Fenggunaan tanah yana diusulkan sesudah reklamasi.

¢. Cara pemeliharaan dan pengamanan lapisan {anah pucuk dan lapisan tanah penutup
lainnya,

d. Langkahdangkah pemantauan dan penanggulangan lingkungan yang akan dilakukan

sehingga lahan tersebut dapat berfungsi kembali.

Pasal 20

Tata cara dan leknik reklomasi lahan bekas lambang secara umum ditetapkan schogoi

benkul
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a. Tahap pra penambangan melipuli hegiaian :
1. Pengamanan terhac: p penebangan alau pembebalan tanaman yang diangaap perlu;
7 Pangamznan clan peameliharazn lapisan tanah penutup dan lapisan {anah pucule dar
bahaya ercai dan xelongsoran:
D. Tahap penambangan meliputi kegialan :
1. Pengaturan blole-blok: penambangar unluk mempermudah pelaksanaan rellamasi;
2. Pengisian dan penimbunan kembali pada lokasi yang telah ditambang pada seliap
parioda penambangan:
Peralaan cacrah bekas tambang yang telah ditimbun dan diis dengan cara peralsan,
pembualan feras dan pola pengaturan aliran air;

©

4. Penyebaran lapisan tanah pucuk dan pemupukan lahan:

h. Pembibilan dan penanaman kembali deronn enis tonamon ke alay anaman
produktif lzinnya

6. Pemanfaalun daerah bokas tambang unlul ellernatf fin yang dacauaikan dangan

rancana {ala miang yang barlak
Pasal 21

(1) Sebelum pelaksanaan reldamasi pemaganq SIFD waijib menyampaikan kepada Bupali
lenlang rencana, lata cara dan teknik reklamasi vang akan diterapkan urituk mendapatkan
persafujuan;

(2) Pamcgang SIPD borlanggungjawab penuh lerhacep pelaksanaan reklamani dan menang-
Jung seqala biaya yara diperlukan.

i‘asal 22
(1) Pelaksanaan roklamas: haruz soqora diaiukan =ezusi rencana yang 12lah disetujui oleh
Bupali,

(2) Penqusatia pertamdassanipeneganyg SiPl yang melakukan reklamasi walib manyampai-
kan laporan kegiatai reklamasi seliap 3 (liga) bulan kepada Bupali;

(d) Pelaksanaan reklamast dianggap telsh selesar dan memenuhi persya ...un iika hagil
reklamasi aesuai uctgan rencana yang telah disclujui oleh Supat ;

(4) Penqusaha perlan'.ban-';anlpumagarq i) telap bertanaaunq jawab terhadap lahian yang
telah direklzmasi selarma hasil rexiamasi boium mandanat nerselujuan Bupati:



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

>12J)%

(0) Apebila  berdasarkan peiedlian, pengusalia perambangan belum alay lidek  detpxal
menyelesakan reklamasi sesuai dengan renzans, Bupali dapal melakuken findaken ata,
lunlutan sesuai dengan peraluran perundang-undangan yang berlaku,

BAB Vi
PEMBINAAN AN PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pedambangan Bahan Galian Coiongan
C dilukukan oleh Dinas Perlambangan beisume. samz cenaian Tim Pokja Pertambangan:

(4) Tala cara pengawasan don pengendalian, sebagnimana dimstand pada ayal (1)
herpedoman pada peratiran perLndang-undanaan yang berlaku:

(3] Untur Keponlingan oombinnan poqaawa=sn =an penacndaiian. femagang SIS0 alau
pengusaha dibidang  porimbanaan Rahan Calian Golongan G wapb memberikan
lesermpaian kepada pelugas untul mengadanii pemiinaan, gemankeaan dan penofitian
Dank yang bersilal admnsiiast magpun teknes.

BAB VI
TENTUAN PIDANA

Fasas bld

14 ayal (1) dao () dise Masal 207 demcanme o it 4 Giga) Balan alian dends
paling banyai Hp O UCY YU L ima pata rupeon)
() hindak Bicdana <ebagaimana dimakaud pada aval {1) adalah pelanggaran

HAR X
KETENTUAN PLNYIDIKAM

Bosal 28

(1) Pejabal Pegawar Megen Sipi igiicnlu ¢ inghungan Semcnntuh Dacral dhen wewenang
khusus sebagal Penydik untik malakaban gonyitan tindeb prdene & bidang rolribusi
Duorah sebagrmana dimzksud dalam Undang undang Momor 8 Takun 1981 lentang
Hukum Acara Pidane. 3 :

2) Wewenang Penyidik sebaqgaimana dimakasud pada aval (1) adalah -

2. menzrima, merwan, mengunpuban dan meackit kelerangan ateu laporan berkenaan
dengan Uindak picana dixdaiig ieinbusi Baeroh agar kelerangan ‘alou laporan teraebut

menjach lengkapdanjetas, - - SR
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meielili, mencari dan mengumpulkan kelerangan mengenai orang pribadi atai bagan
lentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan findak pidana

o

retribusi Daerah;

¢ meminta kelerangan dan bahan bukli dari orang pribadi alau badan  sehubungan
tengan lindak pidana di bidang retribusi Dagrah

d memenhsa buku-buk, calalan- calatan dan dolumen-dokumen lairn berke Naan Bengan
lindak pidana di bidang ratribuisi Hapmn

e, Midrunan penggeledahan Urtur mendapatran balian bUrt pembukuan, pencatatan,
st dokumen-dobamen iain, seris iedabban pranyiletennt e hadap babizn bukli lerseiel,

[ meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tuges penyidikan tindak
pidana di bidang retibusi Daeral:,

. menyuruh berhenti dan atau meiarang seseora, 19 meninggalkan ruangan alau {empat
pada saal pemenksaan sedang berlangsuna dan memenksa identitas orang dan alat
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hurul e

h. memelrel sesecrang yang berkailan dengan bindak picdana relribus: Daerah;

Lo memanggi orang unluk ddenger keterangannya dan diperiksa sehagal lersangka alau
Saksi,

j manghanitkan panyidikan,

makakukan lindakan lain yang perlu untuk ke!ama.an penyidibaii indak pidana di
Cran menunil MM yang dapat dipertangqungjmwabkan;

?.‘

L‘: it '¢ 10 u.u-i,if it

FenviCIK sebagaimana maasud pana avat () membentahukan dimutainya oenvidikan gan

manvameaihan hasi penvicikannya kepaca Menuntul Umum. sesuai dengan kstentuan
vang diatur aalam undanag-uadgana Momar & Tanun 12& 1 tentana Hukum Acara Pidana

Pu:;ui 70

SR yang dkelirkan sebolum bedukunyn Paatucn Daeiah g Sionpalabizn lolse
hetlabu smapa habie mocs Densbonye, vedangbon hab Levaiiban dan lamg gyuy rawelya

N e o - - v . -
diesuakan Janoan Poraluan Dagrah g

Caval 27

Mal-hal vang belum cukup aiatur gatam i"eraturan Daerah ini'sepanjand mengenal
pelaksanaannya akan adwtur ietin lenjut oien Cupat S s,
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LAMPIRAN FERATURAN DAERAH KABUPATEN TIIBAN
TANGGAL : 13 JOPBMBEF 2001
NOMOR 23 TAININ 2001

JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN G - BE
[, Hilral;
¢ Praspat;
3 3nram Rodur
4. hsbes,

Tak:
[ l\rﬂk.‘nl
7. Magnesio
& Gl
9. Yawosi
1. Tawos (Akam);
1. Leust;
2. Ok
13, Bt Pannota;
14, Relu 4 Prrnonta,
15 Pavk Kversa,
10 Kaoin:
7. Fukline,
8. Gps;

anN apb a il o
[EY nvluuh'w,“

20 Batu Aouna,

21. 1raIm;

22, Opaidizn,

3. Poli;

4. lanah Digtonea;
25, Tonch Setan

26, Marwr:

27 Batu [y,

728, Drdu Keper;

29 Dolomit:

30, Kmst/Balu Drdany
2. Grand, Andnek, Apach
32, Tanah Liat :
2. Tarah Rl (adsan ad,
b. Tanzh Lict (Bal-clay);
Tanah Liad Uahan Uaiguoan (Uatu oala, Gerdeng, dsb);
d.  Tanah Urnug;
35, Pasir kenkil
a. Unlub bahan bangunan;
b, EacleUnugiSlre;
34, Zealit:
35, Pk
38. Phiropliit;
31, Onyx;
30, oyu Fesk,

Il

SUPATI TUIEAN

orrlhh .

Dra. H). HAGNY RELAVATT RINI WIDYASTUTI, M.S1
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BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Peraluran Dacrah  ini mulei berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar seliap orang dapal mengelahuinya, memerintaihan pengundangan Fralurar

Dacrah i Gengan penenpatannya datam Lembaran Disaal Rebupalan 1uban.

Mizablen b Tuban

pada tanggal 13 Nopomber A1
SUPATIE TUBAN

. -~

N l :
Dra. Hi. HADRY RELAWATI RN WIDYASTUTI, M.

Diundangkan di Tuban.
pada manaaal 13 Mopember 2001

SEKRETARIS DAERAM

&‘7%4 ﬂ{/ﬂf{g}

Drs SOEIGARMAN &~ ——
Pemibing Ubama 'hida

i, 010 095 560

LEMEARAN DAERAI KABUPATEN TUBAN | AHUN 2001 SERI 8 NOMOR 10

HiCPorlNPardaliNC
PENCISAMA PERTABAANIS AH
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PENJELLASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH IKARUPATEN TUBAN
NOMOR 23 TAHUN 2001
TENTANG
IJIN USAHA PEKTAMBANGAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C
A PENJELASAN UMUM

Citian Gl Guivngen G miernupraben setiatl s=u babian iambang sebagai kecdyadn
i yans perly dilestankan keberadaannya perly aiatyr periggunaannya secara oplimal
dengan prinsp pengelolaan berdaya guna, berhagil guoa dan berwawasan ingkungan
catiwa dengan dielapiannys Kepulusan Ouashe Tuban Nomar 262 Tabun 2000
tentang rewenangan Kabupaten Tuban dan aundakianul dengan Peraturan Uaerah
fentang Pembentukan Diras-dinas Kabupaten Tuban, diantaranya Dinas Perlambangan,
mata kewenangan pengelclaan, pengendalian dan pengawasan usaha pertambangan
Bohan Gelan Gelongan C menjad kewenangan Dinas Pertambangan.
Unfulc membenkar landasan holun tethadap pengelolaan, pengendalian dan

papaawasan uzaha pertambangan perly diatur dalam =ualy Peraturan Daerah

, PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Kelentuan i sehagal penegasan Jan beboraoa istilah yany dipergunakan Jdelam

Perat Dasran 1ﬂ| aEngan maicsud vniuk F|Pnyﬂmcu\a :]crtian

Pasal 2
KUD elns

Pasal &

(1) teaha porlambangan bahan gahian gdlengan C© depal :Mal-ulau tetalah vang

u{-' 331".\'} ! 1 mC:nFCkaZh ‘i':‘l dl ll ] rlun”lP !J\ Jll'll!l!l)lllil l\nHﬂbﬂy

o T il Bamih L T PR R NI T oL L
meliyuiangl XSIR 1R TY R N e TR (R Y R TS U U taddl GENnaioaity,

nnggarn iihadap relentuon i fidak © - -
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() Cukup jelas.

Zukup jias

Pacal Q4

P4 T | ole=
(1) Cukup jetas,
s f.'\f].‘\L;. walclo QIFT mabie Loy Senpionns  doipas o o 1 vann dire bes
vEe ot RS WALE LI paL fina sesus: dancan umr tambang vang direncanakan
i v e TN re LM o s i e it |y PURTIST PR DN ; P & 4
4 PRSI A0 R R R S QUL RS S S S ]'.-:-\‘ \‘i:\“IJlL:lnnﬂl 1’ |Juu R ln'-:
N Lt ek - Hoear v w i "
t ?""'A_.'AI.:'H(I.' (ER IR LR A 17 VT AT (O S Pt B R TR |
- Diglam maneniaban gy tamboeo ha e m anreriinthoan czedanaan hahan aafan
X% wezrbalhan cedangan hahan aaj:
learsr N virae lnesamd oliboneg e one i . ¥ v i - -
GOCHEAN v Enh wapal GRamiang dongan mempasimbanghan HONShL) COUORBON

MMWiconnnl v paaily e

SEAOTA R AR S ki FEnamnanc i yang sudah

i Y .
I

L‘}k\n R L I DR 1 -
Lt et ',J_.llhjjll t;'.‘{’..'!" L (et )(f = 'L

dilkvanakan
|

fasia 10

(1) Apabila dalam wakiu 3 hioa) bulan setelan anoka wakly SIFD habis dan Lemegang
SIPD balum mengainkan permananaan iz sshingga colelzh janasa
Iy'\r'-i e uuvl'\unh CH A Aenalemnp A mmend imsinlalonn nnr-nqhnr’\rln Alak Asnmanbhian [Ain
S AR TR U E A C R RN TR n.un et AN L N R e AR R o T LA ’J\;III\JOEVII LA LI 2L

.
| dolll I

Chrikaey jerbas
il

- —

UL R LR Bt A R T E R BERUR SR BT I = A B T OB PR R
TR -

BERs w e b e #i
e g
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Lampiran 8

- PEMERINTAH PHOPINS] DAERAH TINGEAT J JAWA “TIMUR
DINAS PERTAMUANCAN LALRAY

e . - e vy Pl ; -
Pudnr oo 128 Telp: (€817 L18387, G07540, 627441, 6274302

LAY LS -{E—*S ‘E"‘ !
- X BE W U s &R SIPD 10 G

. VEPALA LIKAS PERTAMBANGAN DAERAHN
NOMOR : 545.47 | B 4 /116/1994
et N, N O
SURET 1JIN PERTAMBARGAN DAERAH (SIPD) EKSPLO)ITAS]
Ealialk GALIAKN GOLONGAN C BATU KAPUR
el z Urip Timufyono
b R “looAwiien GAFERTL 14, RMINDE
. Gresik
n z b 4 (Rl il g T = =1 SEMEN GRESIK
M erasy er anns ). Neteran, Gresik
nIE YEREL &. Suret permohonen S1PL, ctanodel
4 Desemnber 1951
No @ 5611/HK.05/5000/12.91
]
. Pendapat dan Pertimpangan Bupsti
Kepala ©Dzerah Tingkat 11 Tubsza,
Tenggal : 19 nei 1993
Nomor ¢ 545/3053/411.15/1993
| .
| . Surat Bupati Kepala Dzerah Tingke:
i 11 Tuban, :
i Tanggal : 30 Nopember 1993
i Nomor : 545/6701/411.15/19%3
‘ Perihal : SIPD atas nama PT. Sene:
| Gresik.
1
i ¢. Surat Kepala Kantor Pertanahan
! f.abupaten Tuban.
| | Tenggal : 21 Haret 1994
! g i Komor = 500.351.8 = 751
: Perihal : Hak atas tanah yang gapc:
diberikan kepada ©i S
; men Gresik di Tuban.
e. Surat Direktur Jendral Pertambangs:

Umum,

Tanggal : 10 Nopember 1992

Nomor : 2196/2014/0JP/1992

Perihal : Persetujuan Pemberian
SIPD Eksploitasi banan
ghlian Tanah liat dan
Batu Kapur.

L—&H&L&ﬁu ]

b
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i,

et Uirektur Jendoal Fer Latbishgit
Jmun:

Tenggel 2% Januari 199e

KOmr 135/20/02F f2 59

et Jhel 1 Persetuivan janghe wit

veng dimehon olel o5 &
men Gt ec il

riemen  Ferj

(RE ST o Ing X
v Indonesia tenteng T
grv nesil studi  ANDAL Penventanas

1. Semen Gresik gi Tunan,
N g2 Hei 1990

WOns . 2 2SS 1990

Relomendasi | Perserijuan Guverau
hepela Daerah Tingkat | Jawz 1A
tenténg Pelaksasansan RPL dan  pr.
batien gzlien golongan € Bary R
cayn Tanah liag,

Tangsel : 13 Agustus 1993
HNOmGr

&60/538/20) .1 /53

Wekil Gubernur kepala fzerab
© 1 Jawa Timur tentang Ferme-
ijin menggunakan tanah kas (e
ui pembangunan Pabrik Semen

‘ "
gal : 19 Pebruari 1994
r: 143/2601/013/1994

"

el s o I )

Jndeng - undang Nomor 11 Tehun 197

sndzng - undang Nomor S Tahun 1974
Undang - undang Nomor ¢ Yahun 15985
Peraturan  Pemerinteh Rpmor <2
Tahun 1969,

Peraturan Pemerintah Nomor )
Tahun 1980,

Peraturan Pemerintah Homor I3

Tehun 1986.

Feraturan- Pemerintah  Nomor 51
Tahun 1993,

Perzturzn Menteri Pertambangan
dan Energi tanggal 3 Juni 1981
Nomor 03/P/M/Pertamben/1981.
Keputusan Menteri Dalam Negeri R1
Nomor 32 Tahun 199).

Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat 1 Jawa Timur Nomor 22
Nomor 23 Tahun 1987.

Persturan Daerah Propinci Daerah
Tingkat 1 Jawa Time~  Nomor %
Tahun 1989,

Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat 1  Jawa Timur Nomor €
Tehun 1990,

n. Keputu
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’,’,ﬂ e beputusen  Gubernur  kepals Laersl

: cinghet 1 Jdawe  Timur  Homor  2a4¢

2 e 199) .

: bepulucat  Guber nur Fetalas baoro
Tinoket Jewa 7w Homet '

vahih Mo

el Dess Pangptigad

e
wLhEe LUbETET U, Kecamatan Letel .

peler, Baerah Tinghet 11 Tuper

vemandang = 7Y,2739 ne

Pongpengen = 64, 3015 ot

- Suniberetum = 7E,T608 iz

Juniah luzs = ZYZTAEITY wis
Tanern rerhutani

Jumizh luas = 584 ,8000 Rz

i Junleh luas Keseluruhan ( Tanah Yasan
i * Tenah Perhutani ) = 797,4379 Ha

N ¥Yans weliy ‘dipenohi ole | &. Membayar Retribusi tetap sebezar
Rp. 5.000,00 ( Lima ribu rupiah J
r ! tiap hektar per tahun tertiiveny
cejak tanggal Surat 1iin Pe-tan-

vangen  Daerah (SIPD) ini dikelus
ren yang harus dibayar dimuka uhiL ik

n

8L S&tu tahun masé lahu Soras

in Pertambangan Daerzh ;

B -ubcyar Retribuesi hasil produb-
si dari mulut tambang sevezer
Rp. 350,00 ( Tiga ratus lima puluh
rupiah). tiap ton bahan galian tan-
beang golongan C yang diambil ;

(4]

ksploitasi bahan gzlian golongan :
hanya dapat dilakukan pada lckaci
dan luas areal SIPD seperti dimak-
sud butir 5 :
¢. Selambat - lambatnya 3 (tiga) tulan
terhitung mulai tanggal dikeiuar-
kanya SIPD ini, melaksanakan pemna-
| Lokan batas-batas wilayan / areel
i S1PD

e. Eksploitasi-bahan galian golonyan |

I

|

H c baru dapat dilaksanakan setelah |
celesal pemasangan patok batas 3150 _-;
yang bersangkutan, sebagaimana pe-

doman yang *.'ah ditetapkan ;
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Untuk heperluan perhitungsn produbs
i [ pete kemajuan tambane §  herus
didasar kan pada pera topogreli de-

an shels 1 : .1.000
nenyampel Kan laporear

nge

nrodubksl  oe-
n julur dan benar secers berhals
ap bulan selzmuat

lambalinve
tengual 10 pada bulan  berihkuthve,

terta leporan Kegiztan pertambangan
setiap lribulen celambat=!ambatne
tehggel 10 awal bulan paca trivolarn

perikutnys kepads Dinas Fer
Lt Dgerah Propinsi Taeran
<twd Timur rangkap 2 ( quz
vémbuser kepada Bupati Kens
P 1 TubsEn  tempea

SRR n
nUREn,

e mha
1 veElath

arodukei bahan
vang ditambang,
rLzen dan pengiri
nolongan € pada
inepeksi oleh petu
t:angan Daerah

semelihara K

retan keria sz

- Undang Undan
s

mor 1 Tahum L1970,
2
r.

tan ker-jz.

intan Homor 1%

Tahun 1973 , tentang Pengaturan

kerja. .

Pengawasan Keselzmatan Keriz ¢i

bidang Pertambangan.

SK. Henpertamben Nomor 1256 K/CZL/

H.PE/1991, tentang Fetunjuk Pe-

laksanaan Pengawasan Usaha Per-

tambangan Bahan Galian C oleh pe-
lakeanaan Inspeksi Tambang Daerah

( PITDA ).

Petugas lapangan diwajibkan mz-

makai masker, penutup telings,

helm pengaman dan tali pengaman :

- Penggunaan alat-alat berat dan
peralatan yang rawan kecelakaan
harus dengan ijin dari Dinas Per-
tambangan Daerah.

- Penggunaan bahan peledak harus
seijin dari POLR!, sedangkan Fe-
komendasi pembelian, penimbunan,
pengangkutan dan pemakzian bahan
peledak dari Dinas Pertambangarn
Daerah L

Hemelihara kelestarian sumber daya
alam, lingkungan hidup, serta meng-

_hindarkan dari perbuatan pencemaran

- -
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|
|
i

|

Poeglungan, ter te wedahuban Fed 3
metl  terhadap  lahan pertambanaer
Jenqgen memper Uimtanakan  fakior -
faktor

Untuk melindunci tanah pucuk {tor
nasil galian, maka tanah 4.
reebiut hervs ditempather r:
hasi yang eman agar tTerlii-
] GENQEN Care merng-
bila penimbunznr.g
atu) tahun.
fAreal SI1PD veng belum ditemberng,
dapat  dimanfaetkan  untuk © lata-
pertenian beel macvarahas SELE

pel verdasarkan persetujuan [per-
jeniian dengan PT. Semen Gresil.
Untuk pengendalian terhadap hwa-
litas udara perlu dibuat Bufie:
Zone { Daerah Penyangaz ) dengar
jelan ditanami pohon sepanjant
belas tepi SIPL  sesuai Qenuz
ikehomendasi Bupati Kepale [Dae-zi
Tingkat II Tuban.

Reklamzsi terpadap areal yahs
telah citambang dengan cara pe-
nataan bentuk lahan, memanfeatrz-
kembali tanah pucuk ( top soil
dan revegetasi, sesuai dengan pe-
doman Teknis Reklamasi terlampir
Untuk areal vyang masuk Kawacar
Kehutanan, dilakukan revegetaci
sesuai Kesepakatan dengan Peryrn
Perhutani.

Pemantauan terhadap kemungkinan
terganggunya nicrologi Karst o
hgan pemasangan pisometer cilzs
Kan dalam laporan Kegiatan per-
tambangan Tribulanan. L

Agar memperhatihan Rencana uUpus
Tata Ruang kabupaten Daerah ling-
ket 1! Tuban, khususnya di FKecz-
metan Merakurak dan Kecamatan e
rek dalam upaya menata wilayen
pertambangan atas bahan galian
golongan C oleh PT. Semen Gresih
¢i Tuban, seperti mengatur kelar-
caran sistem pengangkutan bahar
gzlian tambang golongan C, peng-
angkutan hasil prcduksinya ke pe-
labuhan serta nengakomodasikan pe
ngaruh ganda (multiplier effect)
berdirinya PT. Semen - Gresik di
Tuban, terhadap kegiatan sociz)
antara lain pedagang kaki lima,
tempat ibadah dan lain - lain -

&

k. mematuhi tata cara penambangear
sesuai dengan :

Hijn Politie Reglement pasal 23
ayat 4.

Pedoman umum teknik penambangan
Ho. 02/PT/Ka PITDA/1991 .

Hengenai :

Sisten penahbangan
Sitem penambangan yang dilakukar

w

lah
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edeieh dengan Cari  DELEMDENLE!

Lerbuhe dengan uburen [ desa o
sehaaal berikuet

* Tinggl masing-masing jenjanc
maksimsl €& metpr, oengen heni-
ringan bigang "LEQek meikcin:

T oRemirinGah LELeEd JENjEnGg mehs -
et Ll

* hemiringan lentel gasir petisc:-
lien &vldr, maksimzl 2 e

Selavat.

iaweh Penageii

Lawal £

negian 390 ms

&ve. laur  (m dpdC
gari heti
permukaan
bewah dengzn batas
galian akhir pade kezi
meter cari permukaan |

A 3
12y >
- Studl kestabilan lereng { slcpe
stepility) harus dibuat pads saat
penggalian jenjang keduz dimciei
dazn narus selesal sebelum peter-
jaen penggalizn jenjang keduz ter
sebut berakhir, Apzbila hasi! stu
di selesal dibuat dan dapat ciper

tanggungjawabkan secara teknik,
maka ketentuan desain jenjang
tersebut ( Sistem pernzambangen )
diatas dapat direvisi sesuai na-
-5i) stodi :

»

i. Yegiatan penambangan yang menggung-
Ken elat anghut hasil tamvang harus
membuat jalan tambang sendiri

4! pemegang SIFD yang mengounéran
szlan Desa Jelan Kabupaten, gén
Jalan Propinsi harus sesuai dengan
; Kemampuan Klas jalannya dan cengan
{ persetujuan pimpinan pemecintzhan
! setempat

r.. Selama berlakunya SIPD ini 25 Tar
hun ), apabila terdapat perubahan
tarip retribusi, otomatis berlaku
tagal pemegang SIPD sesual peraiuran
yang berlaku ;

. Femegang ijin harus melaksenaker
Rencana Kerja Fenanbengan cezare
ronsisten

25 (Dua puluh lima) Tahun

Apabila wusaha pertambangan tercebut
masih akan dilanjutkan, harus dizjukan
permohonan perpanjangan selambat-lam-
batnya 3 (tiga) bulan sebelum ber-
akhirnya waktu "berlakunya SIPD.

e —— e

RBBbYLR Lt S

Akl s e
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s )
wprlind 4 F

R

t

i1

S LT

fouiga: B ==

:EL
&
L

1 3.
LEhah Giile

EN  Dar

CIRY ampead Sidal b
Lided  ¢iperfat]eng
hetentuan versebul  donu:
dianggap yang bersanululin
memperpenjane SEPH the lan-L.:
‘ nogolengean '
hersang¥utar
vahian G
Ehs:ihan Mg &

A e LAY

L Giang
unys habis dan
l:]l'r'

Lhwa

i ke

VENE

rasal Il dan vang
Ihm&ﬂ‘ﬁgy

yahc = Jll!C(.

FECELHUEER

Jews

T
L LESEL 2

REeelVSET Tl

Leneganc
usahanye
i1igak memenuhi Gati =% aw
regseluruhian Keteniusn yang té.z
tetapkan dalam butir ¢ {enam)
Tidah mematuhi/mengindankan

Juk vang diberiken olel lnciase
y&Nng berwenang :

Untuk kepentingan
a1

unczng=

e Lidar e d 8Lt &

csdlan sty

smem Gan helesis-
ngRuUngan, ses. derigen oL -
undangen vang Leil.Lu

i
o

Lis

hadap ketentuan =

galam Pazsal I

Peraturan Deer
Tingkat 1 Jawe 7:-
Tahun 1990 : diénca
selama "]nmchyc 3
{ tige j bulan atau denda sebanveh-
banyeknya Bp. 50.000,- { Limz
ribu ruciah )z

nr

tvl Dy

nur

Nomar B
pidane kurungzn

et

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1867

pasal Dihukum dengan hukuman
penjara selama - lamanya & ( enam )
tahun dan atau denda setingei -
tingginya Rp. 500.000,- (Lima r:'.ut
ribu rupiah), barang_ tzaﬁa yang &

dak memiliki SIPD namun melakuhcn

eksploitasi bahan galian golonazn
C H

i,

Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 1987
pasal 22 ayat ).

terang siapa dengzn sengaja melaby-
Ken perbuatan vana menyebabkan ¢ u-
saknya lingkungan, tercemarnya ling
Kungan hidup yang diatur dalam Un-
dang-undang ini atau Undang-undang
iain ciancam pidana denaan pidana
penjara selama-lamanya=- _cepuluh)
tahun dan atau denda sebanyak - ha-
i.yaknye Rp. 100.000.000,- ( Serztus
juta rupiah ) :

10. Reteranqal oo -r-

’
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pEbd e Juhemudian nati ter nyais L

Galdt kehelirean dalan Keputgoer | ol
Ll Gen atau perubshizn hetentuys: o2 f (s

ciurar pertambangan, ehan disdshe . rep
betulan can atau perutchan ©197 LGlg-
. geimane mestinya.
. Surabaya, M AV 2 9%
J 4 MAY . .
HA D PERTAMBANGAN DALRaM
¢ SNERAH TINGKAT
&
4
X
T
[~
. St
SH.
S o= enteri Lalam Neow. i

EDl1na Utama Huda
d iharts. NIP. 510 021 319

= EngEn Jmig
o iz I
3 £ r Kepele Daeran
TN I Jawz Timur
! Surabzya.
4. Sdr. Fembantu Gubernur Wilayah 11
¢l Bojonegoro. ¢
#8r. hepala lncoektorat Wilayer
Fropinsi Jawe Timur
€1 Surabavye.
é SQr. Kegpela Uinas Pendzpatan Dzeran !
Propinsi Daerah Tingkatr 1 Ja+!s
di Surzbava.
“dr. Bupati Kepala Dzerzt
sineher 11 TuNaEr
ol :“.\‘;.*:’
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g - = - - -
=BT Neheves, SLENT Zan Sapi PRTET LS FETUAMDAngAT, Deerah
RELZOTLAN Ne =~ harct w2

Ry ==t tentang keselametan kerja.
- emerintah Nomor :: Tahun 1o7S téentang Fengaturar
& Keselszmatan Kerdia dividang Pertambangan.
- nben HNomor 1258 EfOSfR-PE/lSQl, tentang Fetunjuk
t8anaan Fengawasan Usaha Pertambangan Bahan Galizn
Oleh Pelzirsana Inspskai Tambang Daerah (PITDA).
Resentuan No. 6 huruf : £

ingglan jenjang Yenggalien

inggiean lereng bpenggalian
iringan lereng rengegalian

=dalaman rengeslian

ng

- h‘,"J’.\ Paltlesd s

O_-1tlis Reglement rasal 23 ayar 4.
- Medoman umun teknik Penambangan No.02/FT/Ka PITDA /1997 .

P «
Retentuan No. 7

-~ Undang - Undeang No. 11 Tahun 1987 pasal 31 avat 1 dan 2.

S

v

(1). Dihukum dengan hukuman pen
ateu dengan denda setinggi—tingginya lima ratus ribu

rupiah,
barang siapa yang tidak mempunyai kuasa Pertambangan
melakukan usaha Pertambangan seperti dimaksud dalam pasal

den 15.- - ' '

{2). Dihukum

njara selama~lamanya 6 tahun dan/
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M

(2

-y

Z,. Fembhayaran Retribusi tetap untuk tia

i E9

mMiingan Scoala-Jd aianye Hatu tahun
ingei-tingginve 1ima puluhy rihy
fomemenuhi heweiiban kewayiban terhadap veng
sali menury: Undang-undang ina
5 Jig = - '_ ‘..E
Fega? 3E

Berekhidy Zarsne hel-nel tevpeksus delam pesel . 10
y¥eng menjedi teaggung Jaweb pemegeng SIPD narus

menurut hukum yang berlaku;

rengamanen., Lengunen Tambans
gélian, menjadi L TEANBEUnlE
I tanpa Pengeantianr kerugiarn

larus menyerahkan klise p
vanah dan semua data-data
Daera;

ran, tanpa ganti kerugi

i

‘emb
amba

m

a

e

Varan pertama Retribusi tecap harus dilunasi
Ny a £aat penyerahan SIPD;

P tahun berikutnye harus

dilunasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum akhir magsz-

laku tahun sebelumnya;
Y. Pembavaran Retribusi Ha=il Produk

si harus dilunasi selambet -
lambatnya 30 (tiga puluh) hari

sejak tanggal Fenetapan;

j. Apabila dalam waktu tersebut pada ayat (1), 429,
ini pemegang S1PD tidak memenuhi kewajibanya,
han  pungutan sebesar 5 % (lima rersen)
tagihan yvang belunm terbayar:

dan (3) pasal
dikenakan tambz-
sebulan dapri Jumlzh

{5}, Kelalaian
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Felelelien gelame = R @E . Duian etes koewajiban dimeksud pade
evat £ ), 2, den 13) pessl - dejpel berakibst  pencabuter
etee S1PL vang bersangicutren:

2 weiib membayer Ketribusi tetap dan Hetribue:
sienurut eventuan passl 13 Peraturan Daerah iR

- ajib menvampzilkan laporan produked setiapr bulan
egistan aeviap 2 itigs) bulan yang tatacars den
apiian oleh Subernur Fepala Daerah;

~i« Femegang SIPD wajib memel trara keselamsatan dan kesehaten keris
szsuail Fertauran perundsan -undangan' yang berlaku serta petun-
cuk deri Instansi yang bherwenang;
= . Femegang SIPD wajib memelihara kelestarien sumber alanm gan
linglkungan hidup serta meslakukan upaya reklamasi sesuzi dengan
kecentusn perundangan-undangan yvang berlalu:
- RENE ~Slnidang Na. 80 Taiwn iDes
lentang ketantuen - k vEnTEn roksk operncelolizsn lingkungan hidup;
-
. DEassl 32 LS
~d - A- -~
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PINCESAUAN

PIERENCANARIN TAMBANMNG OFPERBS TTOITATL
§ LR s S BATURAPUR DA AN, T AT
TUBAIT

Lampiran

SURRT IJIN PERTEMBANGAN DAEREY (SIPD)

1. BAHARR GRLIER : B3
NOMOR .
TENGGRL I ik o f

2. BAHEN GELIAN : P2 '-'».g..ZF.T
NOMOR RRT L gt e o — fS xS

TENGGRL AR R
r
PEMEGANG IJIK : DISAHKAN
Ld < DL SAHKAN

PEL \S=EMER GRESIK < L liS PERTAMBANGAN DREREH

e T T yony fOHTB HUDAN, SH.
W= Tt e Pembina Utama Muda

KIP. S10+0721 385
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SURET PERERYATLER TENGAMEI LAN €I1PD
nengar dibawan i
hoa ;o B U Ry  TEae e
P . . 2 -
£l EmE % A BRIy £ e Croil
Menv ken telean menerims Suret Yiin rertambangan Daersh (S1PD)

h ms
Nomor ¢ 5495 4. ;8-‘;’ F1187°18534, &an selanjutnya kami sanggup untuk
dengan sungguh-sungguh den bertanggung jaweb terhadsyp
eegalzs reelko alzibet kegistan penambangan di wilavah SIPD kami, dan
epabila  kam: tidak memstuhi etau melanggar balk secars sengejs
maupun tidsic eengeje terhadern Fersturan-peraturan vang tercantum
didslam SIPD meaupun lampirannvs, lami Seng@gup den menerimsa  sanks)
rembeartelan tsrhadespr STPD kami.

{r

Temikian =urs

FENVE T
§

& ini kami buast dengan  sesungguhnye,
=keasn deri odhel man !

ST |

-y

=

Yeng

1§ membust pernyatsen,

(el o Lie—_

LR Uk Timuny od )
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